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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi politik pemuda di 
Kecamatan Parado pada saat pemilihan kepala daerah Kabupaten Bima pada tahun 
2015. Oleh karena itu, dalam penelitiannya dibahas dua permasalahan: 1) bentuk 
partisipasi politik  pemuda. 2) apa yang mempengaruhi partisipasi pemuda. 
 Penelitian tersebut mengunakan metode penelitian kualitatif yang dimana 
dalam metode tersebut merupakan penelitian lapangan yang menghasilkan data 
deskriptif. Informan dalam penelitian ini berjumlah Enam orang. Kemudian teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teori yaitu, teori partisipasi politik 
dan teori pilihan rasional (Rational Choice). Sedangkan teknik analisis data adalah 
analisis deskripsi. Dengan kata lain, mendeskripsikan hasil temuan berdasarkan 
penelitian lapangan dan mengunakan landasan teori yang telah digunakan sebagai 
kesimpulan. 
 Hasil dalam penelitian ini menunjukan dua temuan secara umum, Pertama, 
bahwa partisipasi yang dilakukan oleh pemuda Kec. Parado dalam pemilihan kepala 
daerah Kab. Bima tahun 2015 yang secara berkelompok adalah partisipasi 
Konfensional. Secara teoritis, kegiatan partisipasi konfensional meliputi: pemberian 
suara, mengikuti kampanye politik, diskusi politik dan lain-lain. Kedua, Berdasarkan 
keterangan dari salah seorang ketua pemuda bahwa pembentukkan kelompok-
kelopok pemuda dan keterlibatan mereka secara berkelompok dalam proses pilkada 
merupakan kegiatan spekulastif dari para pendiri organisasi kepemudaan agar 
beberapa oknum muda yang sering melakukan perbuata-perbuatan tercela dapat 
dengan mudah di alihkan pada hal-hal positiv karena keterikatan mereka dalam 
kelompok masing-masing. Keterlibatan pemuda Kec. Parado dalam proses pemilihan 
kepala daerah Kabupaten Bima tahun 2015 agar kemudian pemuda bisa diberikan 
pendidikan politik secara langsung di lapangan dan bisa mengetahui hak serta 
kewajibannya mereka sebagai pemuda.  
Implikasi dari penelitian ini, adalah sebagai berikut: 1) Segala kegiatan yang ada 
harus dikembangkan agar kemudian pemuda dapat bermanfaat untuk daerah dan 
masyarakat sekitarnya. 2) Organisasi kepemudaan tidak harus digunakan semata-mata 
untuk momentum politik saja, namun sebagai wadah untuk belajar serta 
mengaktualkan potensi kepemudaan. 3) Pemerintah (Desa dan Kecamatan setempat) 
serta masyarakat umum harus mengontrol dan mendukung gerakan-gerakan 







A. Latar Belakang Masalah 
Sistem politik demokrasi pancasila adalah cita-cita pemerintah indonesia 
yang ingin diwujudkan, dalam mewujudkan cita-cita tersebut tentunya pemerintah 
indonesia tidak mampu bekerja sendirian tanpa keterlibatan warga negara, baik 
secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu,  sebagai generasi 
penerus masa depan bangsa dan negara tentunya  pemuda sangat dibutuhkan 
dalam hal mewujudkan sistem politik demokrasi pancasila. Tingkat pemikiran dan 
ideologi mereka lebih kritis dibandingkan dengan kaum tua. Hal tersebut dapat 
dilihat pada setiap pemilihan kepala daerah pada umumnya, pemuda adalah 
sasaran utama para kandidat
1
. 
Salah satu bentuk demokrasi yang tampil secara langsung dihadapan 
masyarakat lokal sejak tahun 2005 lalu adalah pemilihan kepala daerah Kabupaten 
dan atau wali Kota. Pilkada merupakan mekanisme pemilihan langsung pemimpin 
eksekutif di daerah, mulai dari walikota, bupati, hingga gubernur. Keterlibatan 
warga dalam pemilihan kepala daerah mereka masing-masing sudah barang tentu 
memberikan kebermanfaatan bagi daerah dengan asumsi bahwa mereka yang 
dipilih merupakan representasi dari mereka-mereka yang memilih. Oleh karena 
itu, kesejahteraan yang diidamkan oleh warga di suatu daerah dapat berwujud 
apabila mereka memilih calon kepala daerah yang memprogramkan kesejahteraan 
masyarakat daerah, bukan yang lainnya. Pilkada langsung juga menyediakan 
ruang kebebasan dan waktu yang panjang bagi warga untuk memilih calon-calon 
kepala daerah melalui kedekatan geografi dan historis dengan sang calon. Jika ada 
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jejak rekam negatif yang dimiliki oleh seorang calon, misalnya, tentu akan 
menytulitkan dirinya untuk dipilih oleh warga, kecuali bagi pemilih yang tidak 
rasional atau yang benar-benar tidak tahu tentang latar belakang calon.
2
 
Perubahan sistem dan kehidupan politik di Indonesia merupakan dua 
muatan besar dari tuntutan reformasi, masyarakat sendiri masih mempunyai 
kapasitas yang relatif rendah untuk bisa melayani segala perubahan tersebut. 
Sejak indonesia merdeka, pemilihan kepala daerah seperti bupati dan atau 
walikota itu hanya dapat dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) setempat. Maka dari itu kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 untuk menentukan pemberlakuan pemilihan kepala daerah secara langsung.
3
 
Kehadiran pelaksanaan pilkada langsung yang lahir ditengah-tengah 
masyarakat merupakan koreksi terhadap pelaksanaan pilkada yang melalui 
perwakilan (oleh DPRD) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 22 
tahun 1999. Koreksi ini semakin kentara dengan diimplementasikannya payung 
hukum pelaksanaan pilkada langsung, yakni Undang-Undang No. 32 tahun 2004 
tentang pemerintah daerah, yang kemudian diperbaiki melalui undang-undang  
No. 12 tahun 2008.
4
 
Menurut hemat penulis, Pemilihan kepala daerah secara langsung 
merupakan jalan politik yang terbaik, yang  membuat  semarak  praktik  
demokrasi  lokal.  Tetapi sebagai  langkah  awal,  pemilihan  kepala  daerah  
secara  langsung  harus  disiapkan dengan baik sehingga kedepan proses 
pemilihan yang melibatkan partisipasi rakyat secara  langsung  itu  lebih  
bermakna dan mempunyai kontribusi positif sehingga masyarakat luas dapat 
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memberikan kontribusi pemikiran maupun kontribusi tenaga dalam menyambut 
pemilihan kepala daerah. Di level local government, pemilu diaktualisasikan 
kedalam pranata pemilukada. Di sini ada ruang deliberative bagi masyarakat pada 
umumnya dan pemuda khususnya untuk menentukan arah pemerintahan di 
daerah. 
Dalam menentukan pemerintahan di tingkat daerah, pemuda sebagai 
bagian dari komponen bangsa tentu tidak dapat melepaskan diri dan menghindar 
dari politik. Oleh karena hakikat manusia, termasuk pemuda adalah sebagai zoon 
politicon atau mahluk polotik. Keberadaan dan kiprah manusia termasuk pemuda 
merupakan bagian dari produk politik dan terlibat langsung maupun tidak 
langsung, nyata maupun tidak nyata dalam aktifitas politik
5
. 
Terkait mengenai partisipasi politik, pada dasarnya studi tersebut hanya 
lebih fokus pada partai politik sebagai pelaku utama, akan tetapi dengan 
berkembangnya demokrasi analisis partisipasi politik pun diperluas. Dalam 
analisa politik modern, partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting 
dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara 
berkembang banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin mempegaruhi 
proses pegambilan keputusan mengenai kebijakan umum.
6
 
Dalam konteks partisipasi politik pemuda, penulis tidak luput untuk 
menyinggung sejarah partisipasinya dalam membangun bangsa. Peran pemuda 
dalam perpolitikan indonesia telah mengalami dialektika dengan berbagai konteks 
sosio-kultural yang dihadapinya, jauh sebelum Indonesia merdeka, pemuda telah 
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memperlihatkan partisipasi politik yang tinggi sebagai manifestasi dari keinginan 
untuk membebaskan diri dari belenggu kolonialisme dan imperialisme barat
7
. 
Peran pemuda dalam politik Indonesia abad ke-20 merupakan fenomena 
khas masyarakat nusantara atau wilayah-wilayah tengah berjuang dari 
kolonialisme. Terbukanya ruang dan kesempatan penduduk pribumi untuk 
memperoleh pendidikan pada awal abad ke-20 dipandang sebagai jalan masuk 
peran kaum muda, termasuk industrialisasi dalam batas-batas tertentu, urbanisasi, 
disintegrasi masyarakat primitif, teknologi berkembang dengan cepat telah 
menunjukkan dengan baik bahwa perubahan-perubahan pada ranah sosio-kultural 
telah membentuk kurang lebih apa yang disebut dengan nilai-nilai “rasional”, 
inilah yang menjadi dasar bagi gerakan politik kaum muda.
8
 
Berdirinya Budi Utomo 1908 (didirikan oleh siswa STOVIA (sekolah 
dokter) dan menjadi gerakan kebangkitan nasional, mengusung isu yang berkaitan 
dengan persoalan kebangsaan, merupakan manifestasi dari kesadaran rasionalisasi 
nilai-nilai perjuangan, dari hegemoni nilai-nila paternalistik dan sikap pasrah 
kepada upaya rasionalisasi pemahaman, maka kemudian dari BO berdirilah taman 
siswa (Ki Hadjar Dewantara/Surawardi Suryaningrat), ahmad dahlan dengan 
muhammadiyah. Tahun 1928, para pemuda pun bergerak ke arah yang sama 
untuk membangun Indonesia merdeka, tahun 1930-an, kaum muda semakin aktif 
dalam pergerakan politik nasional dengan berdirinya berbagai gerakan 
kebangsaan yang dimotori oleh kaum muda.
9
 
Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi. Asumsi 
yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang apa 
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yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang 
dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi 
kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta 
menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu, keputusan politik yang 
menyangkut kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak 
mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan.
10
 
Salah satu bentuk aktualisasi hak masyarakat di tingkat daerah dalam 
mempengaruhi proses pembuatan keputusan serta ikut melaksanakan keputusan 
yang dibuat adalah dengan adanya pemilihan kepala daerah, baik Kota maupun 
Kabupaten. Di Kab. Bima pada tahun 2015 khususnya di Kecamatan Parado. 
Fenomena pilkada adalah hal yang menarik untuk dibahas karena adanya 
beberapa kelompok pemuda yang dibentuk pada momentum tersebut. Oleh karena 
kemunculan beberapa kelompok pemuda pada momentum pilkada sehingga 
penulis menilai bahwa fenomena tersebut merupakan suatu bentuk semangat 
muda dalam konteks menghimpun diri dan bertindak secara organisir untuk 
menetukan masa depan daerah dan masyarakat lewat pilkada. 
Membentuk kelompok-kelompok pemuda bukan hal yang dilarang selama 
kelompok-kelompok tersebut tidak mencederai pilar-pilar kebangsaan, dan lebih-
lebih tidak bertentangan dengan aqidah islam. Mengorganisir diri dalam suatu 
organisasi atau kelompok merupakan hal yang dianjurkan oleh Allah SWT, 
sebagai wujud dari persatuan. Sebaliknya, dalam Alqur’an justru bercerai berai 
adalah sikap muslimin yang dilarang  oleh Allah SWT, sebagaimana Allah SWT 
berfirman dalam kitab-Nya: 
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                                 




Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 
janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu 
ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah 
mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, 
orang-orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang 
neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah 





Ayat diatas menganjurkan untuk berpegang teguh, berusaha dengan 
sungguh-sungguh untuk menyatukan diri bersama dengan yang lain berdasarkan 
tunan Allah  sambil menegakkan disiplin untuk semua tanpa terkecuali. Dengan 
demikian, jika ada yang lupa terhadap perintah atau larangan-Nya maka, ingtkan 
dia dan atau jika ada yang tergelincir, bantu dia bangkit agar semuanya 
bergantung pada tali agama Allah. Kalau ada yang lengah atau salah seorang yang 
menyimpang, maka keseimbangan akan kacau dan disiplin akan rusak. Oleh 
karena itu, Allah melarang hamba-Nya untuk bercerai-berai dan memerintahkan 
untuk selalu memngingat rahmat-Nya. Kemudian Allah menyuruh untuk 
melakukan suatu perbandingan sejak datangnya islam denga masa jahiliah yang 
pada saat itu saling bermusuhan dengan ditandai peperangan yang berkelanjutan 
sekian lama sehingga allah mempersatukan hati pada satu jalan dan arah yang 
sama, kemudian dijadikan-Nya bersaudara karena agaman-Nya (Islam)
12
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Demikian terlihat bahwa perintah mengingat rahmat-Nya merupakan 




Hakikat dari ayat tersebut diatas adalah larangan akan suatu perpecahan 
dan perselisihan dalam kehidupan sosial karena sudah adanya keterangan yang 
jelas untuk mereka. Terbentuknya beberapa organisasi kepemudaan sebagai 
tempat persatuan dan berkumpulnya pemuda pada masing-masing desa di Kec. 
Parado adalah wujud dari implementasi ayat Allah SWT, baik disengaja maupun 
tidak. Kemudian terlepas dari itu, apakah organisasi tersebut tujuannya apa 
sehingga pada momentum pilkada baru kemudian di dirikan, namun setidaknya 
nilai positif dari adanya organisasi tersebut adalah terorganisirnya pemuda-
pemuda dalam desa sehingga tidak ada lagi nilai-nilai ke egoisan dalam diri 
pemuda yang dengan ke egoisan itulah yang sering memicu konflik kepemudaan 
di daerah tersebut. 
Selain daripada kemunculan beberapa kelompok, hal yang tak kalah 
menarik dalam pertarungan pilkada tersebut adalah persaingan sengit pasangan 
calon dalam merebut simpatik dari masyarakat. 
Dalam merebut simpatik dari masyarakat, tentunya setiap kandidat 
memiliki strategi, taktik dan keyakinan yang kuat untuk memenangkan pesta 
demokrasi. Seperti halnya tiga pasangan calon (Nomor urut 1 Abdul Kair, Nomor 
urut 2 Adi Mahyudi, dan Nomor urut 4 Umi Dinda) Pasanagan calon Nomor urut 
1 mereka maju lewat jalur independent dan sangat yakin untuk memenangkan 
pertarungan karena menurut mereka dengan jalur yang ditempuh kepemimpinan 
mereka akan terhindar dari intrvensi partai sehingga disetiap melaksanakan 
kebijakan semuanya untuk masyarakat dan terlepas dari kepentingan partai-partai 
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koalisi. Selanjutnya, pasangan calon tersebut membandingkan denagan pasangan-
pasangan calon lainnya yang bukan tidak mungkin mereka tidak bisa lepas dari 
ikatan partai koalisi ketika melaksanakan program kerja.
14
 
Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima 
Nomor: 31/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/2015 Tentang Penetapan Nomor 
urut pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati bima tahun 2015 
dengan resmi menetapkan empat peserta calon yang akan bertarung di laga 
Pilkada Kabupaten Bima 2015. H. Abdul Khair dan Abdul Hamid dengan Nomor 
urut 1, pasangan calon tersebut mendaftarkan diri dengan jalur perseorangan 
(independen). Ady Mahyudi dan Zubair, yang diusung oleh partai PAN, PKB dan 
PBB mendapatkan Nomor urut 2. Sementara, pasangan Syarifuddin dan Masykur 
calon yang diusung oleh partai Nasdem, PDIP dan Demokrat mendapatkan 
Nomor urut 3 dan pasangan calon Indah Dhamayanti Putri dan Dahlan M. Noer 
mendapat Nomor urut 4 yang diusung oleh partai Golkar, Gerindra dan Hanura.
15
 
Ady Mahyudi pasangan calon dengan Nomor urut 2 yang juga merupakan 
mantan wakil ketua DPRD Kabupaten bima sangat optimis untuk menang dalam 
pertarungang Pilkada tersebut. Sebab, selain beliau memiliki dukungan penuh dari 
partai koalisi pendukungnya, dia dan pasangannya juga memiliki pendukung yang 
sangat fanatik di kalangan masyarakat Kabupaten bima yang akan siap 
memenangkannya. Selain dari pada itu, wakilnya sendiri juga merupakan dari 
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Selanjutnya, Hj. Indah Dhamayanti Putri (Umi Dinda) Nomor urut 4 yang 
merupakan mantan istri dari almarhum H. Fery Zulkarnain (mantan bupati bima 2 
periode) berkeyakinan akan menang dalam pertarungan Pilkada karena dengan 
jasa dari suami beliau atas kepemimpinannya selama 2 periode memimpin 
Kabupaten Bima. Selain daripada mengandalkan jasa mantan suami, Umi Dinda 
juga sangat yakin untuk menang karena ia masih memiliki hubungan emosional 
dari keturunan kerajaan Bima. 
Empat peserta calon bupati dan wakil bupati bima pasti membutuhkan 
dukungan, baik dari masyarakat umum terutama pemuda sebagai gardan yang 
akan menggerakkan massa. Oleh karena itu, hemat penulis pemuda harus dapat 
mengakomodasi pemikiran untuk dicurahkan ke arena politik, tidak hanya sekedar 
menjadi bagian yang diperebutkan dalam pemilihan umum akan tetapi mereke 
(pemuda) juga harus ikut menjadi bagian yang penting dalam menentukan arah 
pemerintahan di tingkat Kabupaten Bima. 
Fenomena dan keadaan politik jelang diadakannya pemilihan ini, yang 
sangat nampak adalah “adu strategi” yang dilakukan oleh masing-masing 
kandidat. Setiap kandidat memilih strategi khusus dan tersendiri untuk meraih 
simpati dan dukungan dari para pemilih khususnya pemuda.
17
 
Dalam suatu kehidupan bernegara dan juga bermasyarakat, partisipasi 
pemuda sangat di butuhkan sebagai wujud dari kebersamaan dan keikutsertaan 
dalam proses pembangunan; moral, sosial dan politik. Hal tersebut sebagaimana 
diamanahkan oleh Negara yang tertuangkan dalam Undang-Undang Kepemudaan 
Nomor 40 tahun 2009 tentang Peran, Tanggung Jawab serta Hak Pemuda. Dalam 
undang-undang tersebut dijelaskan dalam Bab 5 pasal 16 bahwa pemuda berperan 
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Pada hakikatnya, undang-undang tersebut khususnya bab 5 pasal 16 telah 
mengatur langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pemuda untuk memperbaiki 
kondisinya dan memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Melalui undang-undang 
tersebut, pemerintah memberikan kewenangan khusus untuk pemuda agar 
kemudian bisa membangun bangsa yang bermoral serta bangsa yang kuat. Oleh 
karena itu, kiranya pemuda harus sadar akan hak serta tanggung jawabnya 
terhadap bangsa dan sebagai pemuda yang berketuhanan tentunya harus 
menjalankan amanat baik dari pemerintah lewat undang-undang kepemudaan 
sebagai bentuk ketaatan mereka karena Allah SWT sendiri memerintahkan agar 
kemudian taat terhadap pemimpin atau pemerintah selagi itu perintah yang 
bersifat membangun dan merubah ke arah yang baik, sebagaimana Allah SWT 
memerintahkan untuk taat lewat Firman-Nya: 
 
                                    




Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), 
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
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Sebagi salah satu bentuk ketaatan pemuda terhadap pemimpin atau 
pemerintah setempat sebagaimana diperintahkan oleh Allah melalui al-qur’an-
Nya maka aturan-aturan yang menyangkut kemasalahatan hidup besama 
khususnya kehidupan pemuda tentu harus diterima dan diaktualkan oleh pemuda 
itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari, baik diaktualkan secaara individual lebih-
lebih secara berkelompok. 
Ayat di atas menganjurkan kepada umat manusia untuk mentaati Allah, 
para rasul dan bahkan pemimpinya. Artinya selain kita patuh dan taat atas Allah 
dan rasul-Nya kita juga harus taat kepada pemimpin, baik itu pemimpin negara 
maupun pemimpin agama. Taat yang dimaksud dalam al-Quran adalah tunduk, 
menerima secara tulus apa yang diperintahkan  dan atau menemani. Ketaatan yang 
dimaksud bukan sekedar melaksanakan setiap perintah, tetapi ikut berpartisipasi 
dalam upaya yang dilakukan oleh penguasa untuk mendukung usaha-usaha 
pengabdian kepada masyarakat
20
. Sebagai pemudanya bangsa Indonesia yang 
berideologikan pancasila, maka pemuda khususnya yang muslim wajib 
mengimani teks-teks al-Quran dan mebawanya kedalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Betapa pentingnya perkara ketaatan sehingga Al-qur’an menganjurkan 
kita untuk taat kepada pemimpin yang taat pula kepada Allah dan rasul-Nya. 
Kemudian jika ada perkara-perkara yang tidak mendapatkan titik temu diantara 
mereka, maka dianjurkan pula untuk mengembalikannya kepada Allah (Al-
Qur’an) dan rasulnya (Al-Sunnah). Allah sebagai pembuat berita dan Rasulnya 
sebagai pembawa berita. 
Kemudian Ayat diatas dipertegas oleh salah satu hadits yang diriwayatkan 
oleh imam Bukhari: 
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 ٍعاَر ِساَّننا َىهَع يِذَّنا ُىَظَْعْلْا ُواَي ِْلَْاف ،ِِوتَّيِعَر ْنَع ٌلًُؤْسَي ْىُكُّهُك ًَ  ٍعاَر ْىُكُّهُك َلا  ٌلًُؤْسَي ٌَ ُى ًَ
 َْىأ َىهَع ٌَتيِعاَر َُةأْز ًَ ْنا ًَ  ،ِِوَتيِعَر ْنَع ٌلًُؤْسَي ٌَ ُى ًَ  ِِوتَْيب ِمَْىأ َىهَع ٍعاَر ُمُج َّزنا ًَ  ،ِِوَتيِعَر ْنَع ِم
 ٌَ ُى ًَ  ِهِدِّيَس ِلاَي َىهَع ٍعاَر ِمُج َّزنا ُدْبَع ًَ  ،ُْىيْنَع ٌَتنًُؤْسَي ًَ ِى ًَ  ِهَِدن ًَ ًَ  َايِج ًْ َس ِتَْيب  ،ُوْنَع ٌلًُؤْسَي




Kalian semua adalah pemimpin, bertanggung jawab atas 
kepemimpinannya, Amir yang dipilih oleh manusia adalah pemimpin, dia 
bertanggung jawab atas kepemimpinannya, seorang laki-laki menjadi 
pemimpin bagi keluarganya, dia akan ditanya tentang kepemimpinannya, 
wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan anak suami, dia akan 
ditanya tentang kepemimpinannnya, seorang budak menjadi pemimpin 
untuk memelihara harta majikannya, diapun akan ditanya tentang 
hartanya, ketahuilah masing-masing kalian adalah pemimpin, kalian akan 




Secara universal, adits tersebut diatas berbicara tentang tanggun jawab 
manusia terhadap tugas yang diberikan. Dalam konteks tanggung jawabnya 
pemuda adalah berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen 
perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan 
oleh pemerinta lewat peraturan-peraturan yang diterbitkan. Sebagai bentuk 
pertanggung jawaban pemuda terhadap amanat yang diberikan maka banyak cara 
yang dilakukan oleh pemuda, salah satunya adalah mengorganisir pemuda agar 
kemudian bisa bertindak secara kolektif lewat organisasi-organisasi kepemudaan. 
Berkaitan dengan kemunculan beberapa organisasi pemuda di Kec. Parado 
yang terlibat aktif dalam proses pilkada Kab. Bima tahun 2015, kemudian ada 
juga beberapa kelompok yang sudah lama didirikan akan tetapi kelompok-
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kelompok tersebut eksis kembali pada saat momentum Pilkada. berdasarkan 
informasi yang penulis dapatkan bahwa memang demikian adanya dan kelompok-
kelompok itu memiliki kontrak politik dengan tim sukses para kandidat.  
Oleh karena itu, penulis tertarik pada fenomena tersebut dan kemudian 
mengambil tema penelitian Partisipasi Politik Pemuda Kec. Parado Dalam 
Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2015. Selain daripada itu, 
peneliti juga menelusuri hal-hal yang mendasar dan fakto-faktor yang 
mempengaruhi pilihan politik pemuda. Terlepas apakah ada pengaruh elit politik 
dari pembentukan kelompok itu atau tidak, menur hemat penulis bahwa pemuda 
sebagai warga negara berhak untuk ikut dan berpatisipasi dalam setiap pemilihan 
umum, khususnya pemiliha kepala daerah Kab. Bima tahun 2015 baik itu 
partisipasinya melalui kelompok ataupun secara person. 
Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut 
dan hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Partisipasi 
Politik Pemuda Kec. Parado Dalam Pemililan Kepala Daerah Kabupaten Bima 
Tahun 2015”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan permasalah di atas maka penulis dapat menarik beberapa 
rumusan masalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana Bentuk Partisipasi Politik Pemuda Kec. Parado Dalam 
Pemilihan Kepala Daerah Kab. Bima Tahun 2015?  
2. Apa yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemuda Kec. Parado Dalam 
Pemilihan Kepala Daerah Kab. Bima Tahun  2015? 
C. Tujuan dan Kegunaan Tulisan 
Sesuai dengan pokok masalah yang disebutkan, maka tujuan dan kegunaan 





a. Untuk Mengetahui Partisipasi Politik pemuda Kec. Parado Dalam 
Pemilihan Kepala Daerah Kab. Bima tahun 2015. 
b. Untuk memahami apa yang mempengaruhi partisipasi politik pemuda 
Kec. Parado dalam pemilihan kepala daerah Kab. Bima tahun 2015. 
2. Kegunaan 
a. Teoritis 
Kegunaan Sebagai Akademisi, penulis tentunya lebih percaya diri 
berharap tulisan ini dapat dijadikan rujukan pebanding atas tema-tema 
serupa yang telah hadir sebelumnya. 
b. Praktis 
Kegunaan praktis tulisan ini adalah sebagai prasyarat untuk 
mendapatkan gelar sarjana (strata satu) di bidang ilmu politik dan 
menjadi landasan dalam memahami konteks partisipasi politik Pemuda 
dalam pemilihan kepala daerah Kab. Bima tahun 2015. 
D. Fokus penelitian dan deskripsi fokus 
1. Fokus penelitian 
Penelitian yang berjudul partisipasi politik pemuda di Kec. Parado dalam 
pemilihan kepala daerah Kab. Bima tahun 2015. 
Dalam penelitian ini, penulis akan menfokuskan pada partisipasi politik 
pemuda pada saat pilkada Kab. Bima tahun 2015 khususnya di Kec. 
Padarado. 
2. Deskripsi fokus 
Agar kemudian mudah dipahami secara utuh uraian penulis dalam 




dianggap memiliki peranan penting dalam membangun teori dan konsep 
tersebut, yakni: 
a) Partisipasi 
Partisipasi secara harfiah berarti ke-ikutsertaan seorang atau 
sekelompok orang terhadap suatu kegiatan baik secara sukarela 
maupun tidak. Partisipasi dalam konteks politik mengacu pada ke-
ikutsertaan warga masyarakat dalam politik. partisipasi politik adalah 
keterlibatan warga negara dalam membuat keputusan, melaksanakan 
keputusan, mempengaruhi kebijakan pemerintah termasuk yang 
berkaitan dengan keterlibatan aktif dan pasif setiap individu maupun 
kelompok dalam hirarki sistem politik. 
b) Pemuda 
Pemuda adalah individi dengan karakter yang dinamis, bergejolak 
dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang 
stabil. Dalam undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang 
kepemudaan telah diatur batasan usia pemuda mulai dari umur 16 
tahun sampai dengan 30 tahun. 
E. Tinjauan Pustaka 
Kegiatan yang dapat di kategorikan sebagai partisipasi politik 
menunjukkan pelbagai bentuk dan intensitas. Biasanya diadakan perbedaan jenis 
partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Orang yang mengikuti kegiatan 
secara tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak bayak menyita waktu  dan 
biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri (seperti memberikan suara dalam 
pemilihan umum) besar suaranya. Sebaliknya, kecil sekali jumlah orang yang 




aktifis politik ini mencakup antara lain menjadi pimpinan partai atau kelompok 
kepentingan. 
Abramson dan Hardwick membedakan partisipasi politik menjadi dua 
jenis yaitu: Konvensional dan non-konvensional. 
Partisipasi politik konfensional dalam kaitan dengan pemilihan umum 
menunjukan hal-hal seperti, memberikan suara dalam pemilihan umum, ikut 
ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan kampanye, bergabung dalam kelompok 
kepentingan tertentu, kemudian melakukan lobi-lobi untuk mencapai tujuan-
tujuan tertentu, dan menjadi kandidat. Memberikan suara dalam pemilihan umum 
ataupun referendum baik itu ditingkat nasional maupun lokal merupakan suatu 
bentuk partisipasi politik yang paling lazim terjadi di negara-negara demokratis. 
Memberikan suara dalam pemilihan umum berarti menyatakan dukungan ataupun 
tidak terhadap partai atau kandidat tertentu. Kegiatan ini dapat dimaknai 
menginginkan perubahan secara demokratis dan elegan, ketika pemilihan atau 
suara yang yang diberikan memang berubah dibandingkan dengan pilihan pada 
pemilihan periode sebelumnya. 
Adapun hasil penelitian terdahulu yang  berkaitan dengan pastisipasi 
poilitk adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian oleh Cice Verawati R. L. Dalam skripsinya yang berjudul 
“Perilaku pemilih kaum muda pada pemilu legislatif tahun 2009 di 
Kabupaten Kolaka Utara” dari Universitas Hasanuddin Makassar, 
mengatakan perilaku politik kaum muda dalam hal ini pilihan politik kaum 
muda, kerangka konseptual dimasukkan teori pilihan rasional serta 
pendekatan sosiologis dan psikologis dalam melihat faktor-faktor yang 
mempengaruhi pilihan politik kaum muda. Selain itu, hasil penelitian 




kolaka utara kondisi kaum muda tidaklah sama. Terdapat kaum muda yang 
menggunakan hak pilihnya berdasarkan informasi dan rasionalitas. Selain 
itu, terdapat pula kaum muda yang menggunakan hak pilihnya tapi 
memiliki informasi yang sangat minim terhadap pemilihan. Pilihan politik 
kaum muda dipengaruhi oleh berbagai factor sosial, proses sosialisasi, dan 
kepentingan juga mempengaruhi pilihan politik kaum muda.
22
 
Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis 
adalah penelitian diatas fokusnya pada perilaku politik kaum muda, 
sedangkan penulis partisipasi politik pemuda. 
2. Penelitian oleh Marlin dalam skripsi yang berjudul “Partisispasi politik 
masyarakat pada pilkada tahun 2010 (penelitian di desa batunilamung  
Kec. Kajang Kab. Bulukumba. Dalm hasil penelitian tersebut yang 
menggunakan teori “Elit” dan teori “Pilihan Rasional” (rational choice) 
manjelaskan bahwa dalam partisipasi politik yang dimaksud iatas 
kebanyakan yang terlibat adalah masyarakat berpendidikan serta 
masyarakat menengah ke-atas lebih lanjut dijelaskan bahwa terdapat lima 
faktor utama yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat 
batunilamung, satu poin terahir diantaranya: 
a. Faktor rasional 
b. Ekonomis  
c. Karismatik 
d. Golongan putih (golput) 
e. primordial.23 
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Penelitian tersebut menfokuskan pada partisipasi masyarakat 
dalam pilkada, khususnya masyarakat desa batunilamung Kec. 
Kajang. Dalam penelitian tersebut tentu jelas berbeda dengan 
penelitian penulis yang fokusnya pada partisipasi pemuda. 
3. Penelitian oleh Amalia Faizah Nur Hikmah dalam skiripsinya yang 
berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat Desa Ambarkepawang Kec. 
Gamping Kab. Sunan dalam Pemilihan Legislstif 2011”. Dalam penelitian 
tersebut, yang menjadi fokus pembahasan adalah mengenai partisipasi 
politik masyarakat desa dalam pemilihan legislatif yang kemudian 
mengerucutkan penelitiannya pada partisipasi politik masyarakat desa 
Ambarkewepang.
24
 Meskipun sama-sama membahas mengenai partisipasi 
politik pada pemilihan, namun penelitian tersebut memiliki fokus dan 
subyek penelitian yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan 
oleh penulis yang akan mengkaji mengenai partisipasi politik pemuda 
dalm Pilkada. Skripsi tersebut berbeda dangan skripsi yang penulis teliti. 
Skripsi tiatas menjadikan fokus penelitiannya pada  partisipasi politik 
masyarakat, sedangkan fokus penelitian penulis adalah pada partisipasi 
politik pemuda. 
4. Penelitian oleh Lukman Janji dalam skripsinya yang berjudul “Partisipasi 
politik pemilih pemula dalam pemilihan walikota dan wakil walikota 
Makassar tahun 2013”. Titik fokus penelitian tersebut terhadap partisipasi 
pemilih pemula. Sedangakan penulis lebih fokus pada partisipasi pemuda. 
Disitulah bedanya dengan penelitian yang akan penulis lakukan. 
Selanjutnya, dalam hasil penelitian diatas dijelaskan bahwa generasi muda 
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merupakan penerus bangsa, ditangan generasi muda lah cita-cita bangsa 
dititipkan. Namun menurut peneliti tersebut bahwa kondisi pemuda saat 
ini sangat apatis terhadap politik. Bagi kaum muda kegiatan politikseolah-




Terkait mengenai partisipasi polittik kaum muda, salah satu tokoh politik 
lokal mengatakan bahwa keterlibatan kaum muda dalam proses politik 
relativ minim. Tingginya angka golput dalam beberapa pemiliha kepala 
daerah itu semakin mempertegas bahwa pemilih (pemilih pemula) kini 
semakin apatis terhadap politik.
26
 
Lebih lanjut peneliti tersebut menjelaskan hasil penelitiannya bahwa ada 
empat faktor rendahnya partisipasi pemilih khususnya pemilih pemula 
diantaranya: 
a. Tidak adanya sosialisasi aktif yang dillakukan oleh KPU Kota 
Makassar terkait pentingnya keterlibatan publik dalam proses 
politik, sehingga mengakibatkan sebagian besar pemilih (pemilih 
pemula) menganggap bahwa berpolitik tidak mampu membawa 
kepada kesejahteraan sosial. Disisi yang lain, pemilih juga minim 
kepercayaan terhadap partai politik sebagai kendaraan yang 
mengankut pemimpin-pemimpin handal yang bisa merubah kondisi 
kehidupan masyarakat ke-arah yang lebih baik, sehingga dengan 
itu pemilih pemula tidak tertarik mengikuti pemilu. 
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b. Adanya pengalaman terdahulu yang mengecewakan masyarakat 
terhadap pemimpin pemerintahan maupun calon yang akan duduk 
kemudian. Sehingga timbul pemikiran bahwa siapun yang yang 
menjadi pemimpin atau yang aklan mewakili rakyat di 
pemerintahan itu tidak mampu mengubah kondisi sosial. Pemikiran 
tersebut muncul karena berdasarkan hal-hal yang faktualdi 
lapangan. Sehingga dengan itu pemilih menganggap bahwa politisi 
saat ini terobsesi dangan penyakit suap. 
c. Teknis administrasi proses pemilihan tidak memuaskan para calon 
pemilih sehingga membuat seorang terpaksa golput, yakni tidak 
terdaftanya yang bersangkutan menjadi pemilih tetap (DPT). 
d. Pelaksanaan pemilihan (pemungutan suara) bertepatan dengan hari 
libur sehingga dalam konteks pemilih pemula lebih memilih 




Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik 
seorang adalah kesadaran politik dan kepercayaan terhadap 
pemerintah. Yang dimaksud dengan kesadaran politik adalah 
kesadaran mereka terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai 
warga negara. Hal tersebut menyangkut pengetahuan seseorang 
terhadap lingkungan masyarakat dan lingkungan politik di tempat 
dia tinggal. Sedangkan yang dimaksud dengan sikap dan 
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5. Penelitian oleh Moh. Yuhdi, dalam jurnal tentang “partisipasi politik 
masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah”. Dalam hasil 
penelitia jurnal tersebut mengatakan bahwa sejatinya agenda kedepan 
bangsa ini tidak bisa lepas dari upaya penguatan, partisipasi dan 
kemandirian rakyat lewat proses yang demokratis. Catatan ini penting 
mengigat karakter dan kemampuan berdemokrasi rakyat masih sangat 
lemah, sementara secara faktual, rakyat sebenarnya hidup diruang yang 
sangat terbuka. Persoalan yang mendasar adalah rakyat hidup di tengah 
demokratisasi yang mulai terbuka lebar pasca lengsernya soeharto 
yang kemudian di iringi oleh kebebasan partisipasi yang luar biasa, 
akan tetapi belum di iringi oleh kematangan mental dan sikap dalam 
demokrasi. 
Suatu bentuk partisipasi yang paling mudah diukur intensitasnya adalah 
perilaku warga negara dalam pemilihan umum, antara lain melalui perhitungan 
persentase orang yang menggunakan hak pilihnya (voter turnout) dibanding 
dengan jumlah seluruh warga negara yang berhak memilih. 
Akan tetapi, memberikan suara dalam pemilihan umum bukan merupakan 
satu-satunya bentuk partisipasi. Angka hasil pemilihan umum hanya memberikan 
gambaran yang kasar mengenai partisipasi itu. Masih terdapat berbagai bentuk 
partisipasi lain yang berjalan secara berkelanjutan dan tidak terbatas pada masa 
pemilihan umum saja. Penelitian mengenai kegiatan ini menunjukkan bahwa 
presentase partisipasi dalam pemilihan umum seringkali berbeda dengan 
presentase partisipasi dalam kegiatan yang tidak menyangkut pemberian suara 
semata-mata. Maka dari itu, untuk mengukur tingkat partisipasi perlu diteliti 




Dalam partisipasi politik, sebagaimana diketahui mempunyai efek politik 
bagi masyarakat. Tidak semua masyarakat mengerti tentang semua ini, sebab 
masyarakat biasanya menganggap pemberian suaraitu tidak mempunyai dampak 
baginya. Kebebasan berpolitik, tidak hanya ditopang oleh rasionalitas, daya kritis, 
dan kemandirian berpikir atau bersikap. Padahal nilai utama yang di usung oleh 
demokrasi adalah terbukanya ruang-ruang politik rasional dalam diri setiap rakyat. 
Kebebasan yang tidak disadari oleh rasionalitas politik akhir-akhir ini 
sangat tampak dalam upaya penguatan kekuasaan pada arus politik lokal. Peluang 
konflik politik dalam perebutan kekuasaan akan meningkat seiring ditetapkanya 
mekanisme pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) secara langsung mulai 
tahun 2005. Di tengah belum menguat kesadaran politik di level grass root, maka 
momemtum pilkada menjadi pertarungan politik yang selalu membuka ruang 
potensi konflik, manipulasi, money politics, dan intimidasi.   
Dalam politik sering terjadi hal-hal yang mencederai demokrasi,  dalam 
politik sering juga terjadi konflik antara pihak-pihak yang bertarung merebut 
kekuasaan menjadi kepala daerah.  
Dalam hal ini sebagaimana teori dahrendorf, konflik dan otoritas dalam 
buku Teori-Teori sosial Modrn dari Parson sampai Habermas yang di tulis oleh 
Ian Craiboriny.  Teori konflik hanyalah salah satu untuk melihat dunia. Pada hari 
jumat sore dunia itu cerah dan menyenagkan, sedangkan pada hari minggu pagi 
terasa kelabu dan tidak menyenagkan.  
Jadi, teori konflik melibatkan diri dengan perbandingan yang tidak jelas 
untuk membangun gambarannya tentang dunia sosial. Bagaimanapun juga, adalah 
mungkin untuk memperkirakan salah satunya dari luar: masyarakat serupa dengan 
pertempuran yang kurang lebih di kacaukan, kalau kita mengamati dari 




sama lain yang secara tetap membentuk dan memebentuk kembali, kemudian 
membuat dan memecahkan aliansi-aliansi. Bagi para teoritis konflik yang lebih 
dekat ke Marxisme, kelompok-kelompok itu agak lebih jelas didefinisikan dan 
pola konfliknya lebih stabil yang lain lebih melihatnya sebagai kaleideskop. 





A. Tinjauan Teori 
Dalam rangka untuk mendukung dan mempermudah penulis untuk 
menjelaskan berbagai persoalan dalam tulisan ini tentunya penulis ingin 
mengungkapkan teori-teori untuk merumuskan hasil tulisan oleh peneliti dan 
membantu penulis menganalisa berbagai  data yang akan penulis kumpulkan 
nantinya. Adapun teori yang penulis gunakan adalah: 
1. Teori partisipasi politik 
Dalam teori demokrasi klasik, warga Negara dipandang tertarik untuk dan 
mau berpartisipasi dalam politik. Karena mereka berpartisipasi dalam proses 
politik, sesuai dengan aturan dan menggunakan nilai-nilai. Dalam teori demokrasi 
klasik ini, partisipasi politik dipercaya sebagai alat untuk memperoleh kebijakan 
yang diharapkan. Kaase dan Marsh berpendapat bahwa partisipasi politik sesuai 
dengan unsur-unsur pemerintahan demokrasi lainnya, seperti rasionalitas, control, 
member respon yang cepat, fleksibilitas, legitimasi dan resolusi konflik
29
. 
Setiap warga Negara mempunyai kepentingan dan preferensi tentang siapa 
yang seharusnya memerintah mereka dan tentang kebijakan publik. Warga Negara 
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pasti ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mempengaruhi 
keputusan mengenai kebijakan publik yang dibuat oleh aparatur pemerintah. Masa 
depan karir aparat publik tergantung pada mereka terhadap preferensi para 
kontituennya. Partisipasi politik dalam pengertian tersebut, berkaitan  dengan 
rasionalitas dan memberikan respon yang cepat
30
. 
Sehubungan dengan karakteristik tersebut diatas, dapat dipandang bahwa 
demokrasi sebagai control sosial oleh warga Negara. Sampai pada tingkat tertentu, 
kontrol ini tergantung pada partisipasi politik warga Negara. Preferensi warga 
Negara dalam sebuah Negara demokrasi, berbeda dari yang satu ke yang lainnya 
dan seringkali berbenturan. Karakteristik preferensi warga Negara yang berbeda 
ini menjadikan menjadikan demokrasi sebuah bentuk pemerintahan yang 
fleksibel, artinya ia bersifat inklusif dan terbuka bagi berbagai tuntutan. Tanpa hal 
tersebut, demokrasi tidak dapat berjalan
31
 
Partisispasi politik dan pilihan merupakan sebuah konstruksi sosial, 
sehingga untuk memahaminya diperlukan dukungan konsep dari berbagai disiplin 
ilmu. Dalam menganalisis hal tersebut, maka banyak variabel yang perlu 
diperhatikan dalam konteks sosial yang sangat dinamis. Mulai dari variabel 
ekonomi, psikologi sosial, konsep sosiologis, geopolitik dan sebagainya. Berbagai 
disiplin ilmu atau berbagai variabel digunakan secara menyeluruh dan integral. 
Pendekatan perilaku sendiri muncul dan berkembang dalam masa sesudah Perang 
Duniake II. Gerakan ini terpengaruh oleh karya-karya sarjana sosiologi Max 
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Ramlan Surbakti dalam bukunya memahami ilmu politik mengatakan 
bahwa perilaku politik merupakan suatu kegiatan ataupun aktivitas yang 
berkenaan ataupun berhubungan langsung dengan proses politik, baik itu dalam 




Selain daripada itu, perilaku politik adalah  tindakan atau kegiatan 
seseorang atau kelompok dalam kegiatan politik, mengemukakan bahwa perilaku 




Perilaku politik  meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, 
orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, 
protes, lobi dan sebagainya. Persepsi politik berkaitan dengan gambaran suatu 
obyek tertentu, baik mengenai keterangan, informasi dari sesuatu hal, maupun 
gambaran tentang obyek atau situasi politik dengan cara tertentu. Sedangkan sikap 
politik adalah merupakan hubungan atau pertalian diantara keyakinan yang telah 
melekat dan mendorong seseorang untuk menanggapi suatu obyek atau situasi 
politik dengan cara tertentu.  Sikap dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh 
proses dan peristiwa historis masa lalu dan merupakan kesinambungan yang 
dinamis. Peristiwa atau kejadian politik secara umum maupun yang menimpa 
pada individu atau kelompok masyarakat, baik yang menyangkut sistem politik 
atau ketidak stabilan politik, janji politik dari calon pemimpin atau calon wakil 
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Pemuda dalam suatu masyarakat akan berinteraksi dan berada dalam 
konteks lingkungan yang mencakup orientasi-orientasinya. Orientasi itu 
didasarkan pada keinginan, karakter dan tujuan-tujuannya. inilah yang kemudian 
membentuk pilihan-pilihan politik yang akan terpola dalam waktu yang lama, 
ataupun secara temporer dapat berlaku tergantung pada sejauh mana sesorang 
maupun lembaga politik mampu menerjemahkan menerima dan menerjemahkan 
kepentingan-kepentingan mereka.
36 
Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa politik adalah bermacam-macam 
kegiatan dalam sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan 
tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Dari bermacam-
macam kegiatan dalam sistem politik, terdapat tujuan-tujuan yang ingin dicapai, 
terdapat berbagai keinginan, cara dan juga pilihan-pilihan yang dihadapkan dalam 
suatu sistem politik. Sehingga dapat dikatakan bahwa, pilihan politik merupakan 
faktor-faktor yang menentukan alternatif keputusan yang berkenaan dengan 
proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan,baik yang dilakukan pemerintah 
maupun masyarakat.
37 
Perilaku politik seseorang dapat dilatarbelakangi oleh banyak hal, setiap 
orang memiliiki pertimbangan dan alasan untuk menjatuhkan sebuah pilihan 
politik terhadap objek-objek politik yang mereka hadapi. Mulai dari unsur 
kepentingan yang dimungkingkan dapat terakomodasi, pengaruh sosial politik 
yang ada di sekitar termasuk peristiwa-peristiwa dan media massa, dan juga 
orientasi primordialisme dan sebagainya
38
. 
Selanjutnya perilaku politik juga dibagi menjadi dua, yakni perilaku 
politik lembaga-lembaga dan para pejabat pemerintah, dan perilaku politik warga 
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negara biasa (baik induvidu maupun kelompok). Yang pertama bertanggungjawab 
membuat, melaksanakan, dan menegakakan keputusan politik, sedangkan yang 
kedua tidak berwenang seperti yang pertama tetapi berhak mempengaruhi pihak 
pertama dalam pelaksanaanfungsinya karena apa yang dilakukan pihak pertama 
menyangkut kehidupan pihak kedua.Setiap individu kaum muda maupun kaum 
tua memiliki hak untuk ikut serta tanpa kecuali. Demokrasi sebagai proses yang 
berkesinambungan meniscayakan persamaan dan kesetaraan, kesempatan yang 
terbuka bagi semua orang. Dalam konteks negara kebangsaan, sistem masa lalu 
yang sangat sentralistik telah digeser ke dalam sistem yang lebih demokratis. 
Runtuhnya resim orde baru pada tahun 1998, ditandai dengan masuknya era 
reformasi, masa ini adalah masa pembaharuan disemua dimensi kehidupan. Tidak 
terkecuali dalam sistem politik yang dulu sangat sentralistik dan terpusat, 
kemudian digeser ke sistem federalis.
39
 
Pemilih diartikan sebagai pihak atau individu yang menjadi tujuan utama 
para kontestan untuk mempengaruhi mereka dan meyakinkan mereka agar 
mendukung dan memilih kontestan politik yang bersangkutan. Pemilih dalam hal 
ini merupakan konstituen mapun masyarakat pada umumnya. Lomasky di dalam 
analisis Ramlan Surbakti menyebutkan bahwa keputusan untuk memilih yang 
terjadi selama pemilihan umum merupakan perilaku yang ekspansif ataupun 
perilaku yang terjadi hanya pada saat-saat tertentu saja
40
. 
Bisa kita tarik kesimpulan bahwa perilaku pemilih yang demikian rupanya 
hampir sama dengan perilaku dukungan suporter. Inilah yang menjadi 
permasalahan ketika banyaknya pemilih yang cenderung perilaku politiknya 
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termanifestasi pada satu poin tertentu, bisa itu karena adanya suatu keterkaitan si 
pemilih dengan si calon atau kandidat. 
Perilaku politik pemuda dan juga pilihan-pilihan politiknya, dipengaruhi 
oleh lingkungan sosial dan lingkungan politik yang merupakan tempat 
berlangsungnya sosialisasi yang panjang, ada berbagai transfer nilai-nilai dalam 
kelompok dan lingkungan sosial ini. Lingkungan sosial pemilih pemuda juga 
menyediakan berbagai informasi-informasi yang berkaitan dengan bangunan 
kognisinya. Hal inilah yang nantinya akan berpengaruh terhadap perilaku politik 
pemuda dan pilihan-pilihan politiknya.
41 
a. Pengertian Partisipasi Politik 
Sesuai dengan istilah partisipasi, maka partisipasi berarti keikutsertaan 
warga Negara biasa (yang tidak mempunyai kewewenagan) dalam mempengaruhi 
proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik berupa kebijakan publik. 
Kegiatan warga Negara pada dasarnya dibagi dua, yakni:  
1) Mempengaruhi isi kebijakan umum, dan 
2) Ikut membuat dan melaksanakan keputusan politik. 
Dengan kata lain, partisipasi politik merupakan perilaku politik, tetapi 
perilaku politik tidak selalu berupa partisipasi politik
42
. 
Secara literal yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah, “kegiatan 
legal oleh warga perorangan yang secara langsung atau tidak ditunjuk untuk 
mempengaruhi pilihan petinggi pemerintah atau tindakan mereka. Membatasi 
lingkup partisipasi politik lain juga diungkapkan oleh Parry, Mosley dan Day 
yang mengatakan  sebagai, “keikutsertaan dalam proses formulasi, pengesahan 
dan pelaksanaan kebijakan pemerintah”. Jika demikian, maka kepedulian utama 
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dari partisipasi politik tindakan yang dilakukan oleh warga yang ditujukan utuk 
mempengaruhi keputusan yang diambil hanya oleh perwakilan rakyat dan para 
pejabat pemerintah. Karenanya tidak dapat disangsikan lagi bahwa partisipasi 
politik lebih dihubungkan dengan demokrasi politik yang membuka ruang bagi 
aspirasi masyarakat sipil dalam sesungguhnya. Penyampaian aspirasi tersebut 
kemudian dituangkan dalam tindakan perseorangan dan juga kolektif yang 
mencakup perihal pemungutan suara, kampanye, kontak langsung, tindakan 
kelompok, hingga protes yang kesemuanya diarahkan pada pemerintah untuk 




1. Partisipasi politik menurut James Rosseau terdiri dari dua bentuk, yaitu: 
Para pengamat yang memerhatikan aktifitas politik tidak hanya selama 
pemilihan umum, melainkan diantara pemilihan umum yang satu dengan 
pemilihan umum yang lain. Mereka pada umumnya warga Negara yang 
merupakan khalayak media (pembaca surat kabar, pendengar radio dan 
pemirsa televisi), serta aktif dalam diskusi politik, seminar dan 
memberikan komentar melalui media massa. 
2. Khalayak yang bukan saja mengamati, akan tetapi giat melakukan 
komunikasi (lobi) dengan para pemimpin politik atau politisi, baik di 
pemerintahan maupun di parlemen
44
. 
Pakar ilmu politik Huntington dan Nelson telah membedakan antara 
partisipasi yang besifat otonom dan partisipasi yang dimobilisasi atau digerakkan 
oleh pihak lain. Partisipasi yang otonom, itu merupakan partisipasi yang 
dilakukan secara sukarela oleh warga Negara yang dapat dikatakan sebagai bentuk 
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dari efektifnya sosialisasi politik dan komunikasi politik. warga Negara yang pada 
umumnya berpendidikan, sadar akan hak dan kedaulatan yang dimiliki serta yakin 
dan percaya bahwa keterlibatannya dalam berbagai kegiatan politik memiliki 
manfaat dan efek politik. sebaliknya, Partisipasi politik yang dimobilisasi adalah 
bentuk partisipasi politik yang tidak suka rela, tetapi digerakkan oleh partai 
politik, kandidat, tim sukses atau pejabat pemerintah. Warga Negara yang pada 
umumnya kurang berpendidikan, belum menyadari hak dan kedaulatan yang 
dimilikinya, sehingga perlu digerakkan
45
. 
Reformasi telah membawa tuntutan yang besar kepada perubahan sistem 
dan kehidupan politik di Indonesia, masyarakat sendiri masih mempunyai 
kapasitas yang relatif rendah untuk bisa melayani segala perubahan tersebut. 
Dalam pemilihan kepala daerah seperti gubernur dan bupati/walikota sejak 
Indonesia merdeka hanya dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
setempat, maka menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 harus 
dilakukan spemilihan secara langsung.
46
 
b. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik 
Bermacam-macam partisipasi politik yang terjadi di berbagai Negara dan 
berbagai waktu. Secara umum, partisipasi politik memiliki dua bentuk, antara 
lain: 
1) Partisipasi politik Konfensional 
2) Partisipasi politik Non-Konfensional 
Partisipasi konfensional meliputi: 
a.) Pemberian suara (voting) 
b.) Diskusi politik 
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c.) Mengikuti kegiatan kampanye politik 
d.) Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan dan 
e.) Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrative 
Sedangkan partisipasi politik Non-Konfensional adalah melipiti: 




e.) Tindakan kekerasan politik harta benda (Perusakan. Pemboman, 
pembakaran) 
f.) Tindakan kekerasan politik terahadap manusia (Penculikan, 
pembunuhan) 
g.) Perang gerilya dan revolusi47 
Cirri-ciri sosial tertentu nampak sangat penting dalam memberikan 
kesempatan dan kecakapan politik pada setiap individu. Pendidikan tinggi sangat 
mempengaruhi tingkat partisipasi politik. Oleh sebab itu, banyak Negara 
memperbaharui kurikulum sekolah untuk dapat berpengaruh terhadap prosesi 
sosialisasi politik kaum muda. Orang yang berstatus sosial ekonomi lebih tinggi 
lebih aktif berpartisipasi. Partai politik berpengaruh besar dalam partisipasi 
politik. Ledakan tuntutan  partisipasi adalah keyakinan yang tersebar luas bagi 
kalangan kaum muda terhadap demokrasi partisipan. Dorongan utamanya karena 
di Negara demokratik pun para pengambil keputusan masih tetap orang-orang 
yang masih mapan. Oleh sebab itu, para penganjur demokrasi partisipan agar para 
pembuat keputusan politik membawa permasalahan politik ke-tingkat masyarakat 
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umum agar masyarakat dapat menguasai masalah dan dapat bertindak secara 
politik demi kepentingan mereka
48
 
c. Tipologi Partisipasi Politik 
Secara umum tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibagi menjadi: 
1) Partisipasi aktif 
Partisipasi aktif adalah partisipasi yang berorientasi pada proses input dan 
output. Artinya setiap warga Negara secara aktif mengajukan usul 
mengenai kebijakan publik mengajukan alternatif kebijakan publik yang 
berlainan dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan 
untuk meluruskan kebijakan umum, memilih pemimpin pemerintah dan 
lain-lain 
2) Partisipasi Positif 
Adalah partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam artian 
hanya mentaati peraturan pemerintah, menerima dan meleksanakan saja 
setiap keputusan pemerintah. 
3) Golongan putih (Golput) atau kelompok apatis, karena mereka 
menganggap system politik yang ada telah menyimpang dari apa yang 
dicita-citakan. 
Sedangkan menurut Milbrath dan Goel, partisipasi dapat dibedakan menjadi: 
1. Kelompok apatis: orang yang akan berpartisipasi dan menarik diri dari 
proses politik. 
2. Spectator: orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam 
pemilihan umum. 
3. Gladiator: komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis 
partai, pekerja kampanye dan aktivis masyarakat. 
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4. Pengkritik: dalam bentuk partisipasi yang tidak konvensional49. 
Sedangkan Olsen memandang partisipasi sebagai dimensi utama 
stratifikasi sosial. Ia membagi partisipasi menjadi enam lapisan: Pemimpin 




Partisipasi politik dapat pula dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku, 
yakni individual dan kolektif.
51
 
d. Model Partisipasi Politik 
Kesadaranpolitik warga Negara menjadi faktor determinan dalam 
partisipasi politik masyarakat, artinya berbagai hal yang berhubungan dengan 
pengetahuan dan kesadaran akanhak dan kewajiban yang berkaitan dengan 
lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seorang 
dapat terlibat dalam proses partisipasi politik. berdasarkan febomena ini maka 
W. Page memberikan model partisipasi menjadi empat: 
1. Apabila sesorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada 
pemerintah tinggi maka partisipasi politik cendrung aktif. 
2. Sebaliknya kesadaran dan kepercayaan sanagt kecil maka partisipasi 
politik menjadi pasif dan apatis. 
3. Kesadaran politik tinggi tapi kepercayaan kepada pemerintah sangat lemah 
maka perilaku politik yang muncul adalah militan radikal. 
4. Kesadaran politik rendah tetapi kepercayaan pada pemerintah tinggi maka 
partisipasinya menjadi sangat massif, artinya hanya berorientasi pada 
output politik. Kedua faktor ini bukan yang berdiri sendiri artinya tinggi 
rendahnya kedua faktor itu dipengaruhi faktor lain, seperti status sosial 
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dan ekonomi, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. 
Oleh karena itu, hubungan dari faktor-faktor itu dapat digambarkan 
sebagai berikut: Status sosial dan ekonomi, afiliasi politik, pengalaman 
berorganisasi merupakan variabel pengaruh (Independen). Kesdaran 
politik dan kepercayaan pada pemerintah sebagai variabel 




2. Teori Pilihan Rasional (Rational Choice). 
Teori pilihan rasional adalah penjelasan yang mendasar dalam melihat 
perilaku politik pemuda yang mencakup pilihan-pilihan politik dan berbagai hal 
yang mempengaruhinya. Sosiologi Perilaku memusatkan perhatian pada 
hubungan antara pengaruh seorang aktor terhadap lingkungan perilaku aktor. 
Dalam penjelasan Ritzer & Goodman, antara perilaku aktor yakni individu 
dan lingkungannya, akan terjadi proses yang saling mempengaruhi satu sama lain. 
Sebagian pemilih mengubah pilihan politiknya dari satu Pemilu ke Pemilu lainnya 




Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor, yang dipandang 
sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud tertentu, 
artinya aktor mempunyai tujuan dan tindakan yang tertuju pada upaya untuk 
mencapai tujuan itu. Pemuda adalah aktor atau induvidu yang memiliki tujuan dan 
maksud, dan tindakannya tertuju pada tujuan untuk mencapainya. Dalam konteks 
pemilihan umum, pemuda sebagai warga Negara dan sebagai individu dalam 
masyarakat tentunya memiliki tujuan dan maksud dakam momen pemilihan 
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umum. Tindakan-tindakan pemuda sebagai individu merupakan upaya untuk 




Teori pilihan rasional tidak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau 
apa saja yang menjadi sumber pilihan aktor, yang penting disini adalah kenyataan 
tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan sesuai dengan tindakan 
aktor. Penjelasan tentang pilihan rasional seperti yang diungkapkan oleh Ritzer 
dan Goodman, merupakan penjelasan tentang letak rasionalitas dalam 
menjatuhkan pilihan yang pada dasarnya bergantung pada tujuan yang ingin 
dicapai. Hal ini juga tidak menitik beratkan pada sumber pilihan tapi didasarkan 
pada tujuan yang ingin dicapai
55
. 
Pemuda sebagai induvidu dalam proses pemilihan kepala daerah memiliki 
pilihan rasional yang didasarkan pada upaya untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan dan tidak menitik beratkan pada sumber-sumber pilihan. Lebih lanjut 
diungkapkan oleh James S Coleman, dalam teori pilihan rasional dengan gagasan 
dasarnya bahwa tindakan perseorangan mengarah kepada suatu tujuan dan tujuan 
itu (dan juga tindakan) ditentukan oleh nilai atau pilihan (presepsi). James S. 
Coleman juga menitik beratkan tindakan pada perseorangan dan juga mengarah 
pada suatu tujuan tertentu yang mengaitkan nilai, dalam hal ini adalah pilihan dan 
juga pereferensi. Pilihan yang didasarkan pada preferensi akan melibatkan 
berbagai informasi dalam suatu lingkungan sosial.
56 
Friedmen dan Hechter mengemukakan dua gagasan lain yang menjadi 
dasar teori pilihan rasional; pertama, adalah kumpulan mekanisme atau proses 
yang menggabungkan tindakan aktor individual yang terpisah untuk menghasilkan 
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akibat sosial, yang kedua adalah bertambahnya pengertian tentang pentingnya 
informasi dalam membuat pilihan rasional. Informasi yang dimiliki oleh individu 
akan dikaitkan dengan kualitas dan kuantitas dari informasi tersebut dan hal ini 
nantinya akan mempengaruhi pilihan rasionalnya
57
. 
Pilihan rasional pemuda juga didasarkan pada informasi yang dia terima 
dan dijadikan sebagai preferensi seperti yang di ungkapakan oleh James S. 
Coleman sebelumnya. Dalam pemilihan legislatif, kaum muda adalah sebagai 
individu yang memiliki pilihan yang didasarkan pada rasionalitas dalam memilih. 
Rasionalitas dalam menjatuhkan pilihannya didasarkan pada maksud dan tujuan 




Selain itu, dalam fenomena politik yang terjadi di Indonesia saat ini, 
seperti pemilihan umum legislatif maupun eksekutif. Ketika seseorang akan 
smemilih kandidat saat pesta demokrasi berlangsung, ia memiliki pilihan-pilihan 
tertentu terhadap seorangpemimpin yang akan ia pilih nanti, pada saat itulah cost-
bennefit muncul dalam dirinya. Ia akan mengetahui resiko serta keuntungan 
seperti apakah yang kelak ia dapatkan jika ia memilih kandidat A, atau B, dsb. 
Jika kandidat A hanya menjanjikan pemberian sembako gratis dalam 
kampanyenya, sedangkan kandidat B menjanjikan pemberian sembako, 
pelayananan kesehatan gratis, dan memperbaiki infrastuktur jalan yang ada di 
daerah sipemilih, maka dalam hal ini ia akan memikirkan keuntungan mana yang 
lebih dominan yang akan ia dapatkan dari kandidat. Tentu saja kandidat B karena 
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A. Jenis Penelitian 
Metode penelitian dipahami sebagai alat untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan tertentu dan untk menyelesaikan masalah ilmu ataupun praktis. Pokok 
masalahnya, pertranyaan yang harus dijawab, itulah menjadi pedoman dalam 
pemiliha metode, bukan sebaliknya
60
. Selanjutnya, Jenis penelitian yang 
digunakan dalam sebuah penelitian yang melibatkan anatara peneliti dengan 
informan atau wawancara secara langsung yaitu jenis penelitian kualitatif. 
Jenis penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang mengkaji obyek dan 
mengungkapkan fenomena-fenomena yang  ada secara kontekstual melalui 
pengumpulan data yang diperoleh. Dengan melihat unsur–unsur sebagai satuan 
objek kajian yang saling terkait selanjutnya mendeskripsikannya. 
Alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan masih sangat 
beragam sehingga untuk mengidentifikasi masalah yang urgen diperlukan 
pendalaman lebih lanjut. 
B. Lokasi Penelitian 
Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian berlokasi di Kec. parado, 
Kab. Bima NusaTenggaraBarat (NTB). Penelitian berlokasi tersebut dikarenakan 
objek penelitian berada di lokasi tersebut. 
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C. Sumber Data 
Adapun data dalam penelitian ini masih bersifat sementara, dan kemudian 
akan dikembangkan pada saat penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini 
penulia menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan sekunder. 
a. Data primer adalah data yang didapatkan hasil observasi di 
lapangan dan hasil wawancara dari informan atau pelaku 
partisipasi politik. 
b. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari 
dokumen-dokumen. Data ini hanya bersifat pelengkap data primer 
jika dibutuhkan dalam penelitian ini. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data 
yang diinginkan. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam 
penelitian ini adalah Osbservassi, Wawancara dan dokumentasi. 
1. Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan 
pancaindra sebagai alat bantu dan yang selain pancaindra lainnya. 
Observasi kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya 




Observasi ini dimaksud untuk melihat sejauhmana eksistensi pemuda 
dalam keterlibatannya dengan pemerintah untuk membangun daerah baik 
fisik maupun non fisik tentunya hasil observasi tersebut dapat di jadikan 
bahan acuan dalam mengelola data. 
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2. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. 
Pelaksanaannya dapat dapat dilaksanakan secara langsung berhadapan 
denganm yang diwawancarai (responden), tetapi dapat juga secara tdak 




Menurut Sugiyono soekanto dalam bukunya metode penelitian kualitatif 
dan kuantitatif R dan D  mengemukakan bahwa anggapan yang perlu 
dipegang olehPeneliti dalam menggunakan metode wawancara adalah 
bahwa subjek sebagai orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. 
Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan 
dapat dipercaya. Bahwa interpretasi subjek tentan gpertanyaan-pertanyaan 




3. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil observasi 
dan wawancara, dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, 
dimana menunjukan suatu fakta yang telah berlangsung, agar 
memperjelas darimana data itu didapatkan. 
E. Teknik Analisis  Data 
Teknik analisis data yang akan digunakan adalah analisis deskriptif, 
berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yakni menggambarkan 
secara konprehensif tentang partisipasi Politik pemuda, Kec. Parado. Kab. Bima. 
Maka metode analisis yang digunkan adalah bersifat deskripsif –analitik kualitatif 
yakni mendeskripsikan hasil temuan, dengan memakai teori-teori sebagai 
landasan, mengklasifikasikan dalam bentuk narasi, diolah menjadi ringkas dan 
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sistematis dengan verifikatif menuju kesimpulan dan bila dibutuhkan akan 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Letak Geografis dan Demografis 
Kabupaten Bima terletak di ijung timur Provinsi Nusa Tenggara Barat 
(NTB) bersebelahan dengan Kota Bima, pemekaran dari Kabupaten Bima dan 
luas wilayah mencapai 4.389,400 km
2
, dengan batas-batas sebagai berikut: 
a.) Sebelah utara: laut flores 
b.) Sebelah timur: selat sape 
c.) Sebelah selatan: samudera indoneseia 
d.) Sebelah barat: kabupaten dompu 
Kecamatan Parado terletak di ujung selatan Kabupaten Bima. Secara 
tipografis, wilayah Kabupaten Bima sebagian besar (70%) merupakan dataran 
tinggi bertekstur pegunungan, sementara sisanya (30%) adalah dataran rendah. 
Sekitar 14% dari proporsi dataran rendah tersebut merupakan areal pesawahan 
dan lebih dari separuh merupakan lahan kering. 
Kabupaten Bima terdiri dari 18 Kecamatan, diantaranya ialah: 
a.)  Kecamatan Sanggar 
b.) Kecamatan Tambora 
c.) Kecamatan Donggo 
d.) Kecamatan Soromandi 
e.) Kecamatan Madapangga 
f.) Kecamatan Bolo 
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g.) Kecamatan Woha 
h.) Kecamatan Monta 
i.) Kecamatan Parado 
j.) Kecamatan Palibelo 
k.) Kecamatan Belo 
l.) Kecamatan Langgudu 
m.) Kecamatan Lambitu 
n.) Kecamatan Wawo 
o.) Kecamatan Lambu 
p.) Kecamatan Sape 
q.) Kecamatan Ambalawi 
r.) dan Kecamatan Wera65 
Kecamatan Parado merupakan salah satu dari 16 kecamatan di Kabupaten 
Bima dan ia terletak di ujung selatan. 
1. Luas wilayah 
Luas wilayah Kecamatan Parado pada saat sekarang adalah -261.29 
km
2
. jika dirincikan perdesa adalah sebagai berikut: 
a.  Desa Lere luas wilayah 59.66 km2 (sekitar 22.83%) 
b. Desa Wane luas wilayah 86.95 km2 (sekitar 33.28%) 
c. Desa Kuta luas wilayah 58.83 km2 (sekitar 22.52%) 
d. Desa Parado Rato luas wilayah 8.88 km2 (sekitar 1.87%) 
e. Desa Kanca seluas 50.97 km2 (sekitar 19.51%)66 
2. Batas wilayah 
Batas wilayah Kecamatan Parado: 
a. Sebelah Barat Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu 
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b. Sebelah Selatan samudra Indonesia dan benua Australia 
c. Sebelah Utara Kecamatan Monta dan Kecamatan Mada Pangga 
d. Sebelah Timur Kecamatan Monta dalam.67 
2. Keadaan Alam 
 Alam parado memiliki keelokan tersendiri, sejauh mata memandang terlihat  
hutan luas dan rindang yang didalamnya terdapat beberapa jenis flora dan fauna, 
diantaranya: kayu sapang, kayu kuning, kayu jati, kayu kemiri, pohon durian liar, 
rotan dan kayu dammar yang merupakan barang ekspor yang sangat laris. 
Kemudian lebah madu, rusa liar, sarang burung wallet dan landak liar yang 
kesemuanya itu bisa menjadi mata pencaharian sampingan masyarakat Kecamatan 
Parado. 
Berikut adalah kutipanhasil wawancara dengan bapak Baharuddin S.sos 
(Camat Parado): 
 
 “Alam parado bisa dikatakan unik, artinya berbeda dengan alam 
yang dimiliki kecamatan-kecamatan lain, keunikannya terletak dari 
beberapahal, diantaranya: terlepas dari hamparan hutan yang luas, 
didalamnya juga terdapat jenis-jenis kayu yang sangat bernilai ekonomis 
untuk masyarakat. Selain daripada pepohonan, didalamnya juga memilki 
binatang-binatang liar yang bisa diburu oleh masyarakat, sehingga bisa 
menjadi mata pencaharian sampingan masyarakat dan yang tak kalah 
penting adalah sarang burung wallet yang hanya terdapat di wilayah 
kecamatan parado. itulah keunikan yang terdapat di alam lingkungan 
kecamatan parado yang tidak dimiliki oleh kecamatan lain”.68 
 
3. Keadaan Penduduk Kecamatan Parado 
penduduk kecamatan parado tidak kalah banyak dengan penduduk-
penduduk kecamatan lainnya. 
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Jumlah penduduk di Kecamata Parado sebanyak 11,514 jiwa, kemudian 
dibagi menjadi  desa yaitu:  
a. Parado Wane 
Parado wane yang berlokasi disebelah barat parado rato memiliki 
jumlah penduduk laki-laki sebanyak 703 orang, sedangkan yang 
perempuan sebanyak 744. Total dari keseluruhan adalah 1447 
penduduk. 
b. Parado rato 
Penduduk parado rato yang berlokasi sebelah utara parado kanca 
memiliki jumlah penduduk laki-laki 1708 orang, sedangkan 
perempuan 1748 orang, jumlah keseluruhan sebanyak 3456 penduduk. 
c. Parado Kanca 
Desa kanca yang terletak di sebelah utaranya parado rato memiliki 
penduduk laki-laki sebanyak 1620, sedangkan perempuan sebanyak 
547 dan jumlah keseluruhan sebanyak 2167 penduduk. 
d. Parado Kuta 
Sebelah selatan parado rato terdapat desa kuta yang memiliki 
penduduk laki-laki sebanyak 1653, sedangkan perempuan sebanyak 
642 dan jumlah keseluruhan sebanyak 2295 penduduk. 
e. Parado Lere 
Parado lere yang berlokasi di sebelah selatannya parado kuta memiliki 
jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1619, sedangkan jumlah 
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 Dari 100% 
masyarakat parado yang ada, hanya 5% yang pekerjaan tetapnya hanya pegawai 
(PNS dan sukarela), sedangkan sisanya bertani sambil beternak, berkebun dan 
nelayan. Kemudian pekerjaan sampingan lainnya adalah berburu di hutan: rusa 
liar, berburu sapi liar, mencari madu hutan, mencari kemiri dan lain-lain.
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 Tidak banyak masyarakat yang memiliki sawah-sawa basah dan kebun 
yang bisa dipakai untuk bercocok tanam sehingga masyarakat dapat berkebun dan 
bertani terus menerus disapanjang tahun, namun kebanyakan lahan pertanian yang 
kering sehingga  masyarakat Kecamatan Parado hanya disibukkan pada saat 
musim hujan. 
Musim hujan merupakan kesempatan terbaik bagi masyarakat untuk 
bertani dan berkebun sehingga waktu tersebut merupakan momen kesibukan, 
sedangkan pada saat musim kemarau dimana kebanyakan masyarakat hanya 
menganggur. Jika mereka malas melakukan pekerjaan sampingan lainnya seperti 
berburu berburu sapi liar, mencari madu hutan dan lain-lain. 
Hal tersebut sebagaimana dikatakan camata parado pada saat 
diwawancarai: 
 
“Sebagian besar masyarakat Parado berprofesi sebagai petani dan pencari 
sarang lebah madu hutan. Dari keseluruhan masyarakat parado, sekitar 
90% adalah petani tetap, sedangkan sisanya adalah pedagang, bisnis, 
Pegawai Negeri Sipil (PNS), guru dan lain-lain. Selain yang berprofesi 
tetap sebagai petani, sebagai usaha sampingan mereka juga tetap bertani, 
sehingga sumber penghasilan tetap masyarakat parado adalah pada sektor 
pertanian. Lahan pertanian Parado memang cukup luas, namun tidak 
banyak lahan basah yang bisa ditanami sepanjang tahun karena lahannya 
kebanyakan kering. Oleh karena itu, masyarakat parado banyak yang 
menganggur pada saat musim kemarau.”72 
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Wawancara dengan Baharuddin S.Sos, 45 thn (Camat Parado) tgl 23 Januari 2018 
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Menurut hasil wawancara tersebut bahwa profesi masyarakat Parado 
umumnya adalah petani dan sebagian kecil lainnya hanyalah berprofesi sebagai 
PNS, guru dan lain-lain. Itupun mereka tetap bertani sebaga usaha sampingan 
untuk mencukupi kebutuhan setiap hari. Sumber penghasilan terbesar masyarakat 
parado adalah dalam sektor pertanian, walaupun lahan pertanian parado luas 
namun kebanyakan lahan pertanian yang kering, sehingga musim tanam untuk 
masyarakat adalah pada saat musim hujan. Sedangkan musim kemarau 
kebanyakan masyarakat parado hanya menganggur. 
4. Kondisi Pemuda Kecamatan Parado 
Maraknya kasus-kasus kejahatan yang dilakoni oleh pemuda sangat 
meresahkan masyarakat dan mencoreng citra pemuda pada umumnya. Kasus 
pencurian motor, pencurian ayam, perampokan, pelecehan seksual dan kasus-
kasus asusila lainnya yang tidak banyak melakukan kecuali pemuda. 
      Pemuda Kecamatan Parado sangatlah mudah mengikuti arus pergaulan 
bebas sehingga sangat mudah pula terbawa arus pergaulan yang tidak sehat secara 
sosial. Kasus rutin tiap tahun yang terus diulang menjerat pemuda bukanlah hal 
yang mudah untuk mengeluarkan mereka dari kasus seperti lingkaran setan ini, 
disetiap tahun pada musim-musim tertentu. Pada saat musim kemarau misalnya, 
pemuda yang menganggur (tidak kuliah, sekolah atau keluar daerah) itu kasusnya 
beragam, misalnya mencuri motor, mencuri hewan ternak, mabuk-mabuk, berjudi, 
pelecehan seksual, perkelaian antar kampung dan desa, balap liar, sepemakai 
narkoba dan parahnya lagi sampai ada yang menjadi pengedar narkoba. 
 Contoh kasus tersebut tentu tetap terjadi disetiap tahunnya walaupun 
bukan sepanjang tahun, namun dari tahun ke-tahun jumlah pemuda yang menjadi 
pelaku dan korban makin bertambah sehingga keadaan pemuda sangat 




yang meresahkan khalayak itulah yang kemudian melatar belakangi beberapa 
pemuda untuk merangkul dan berusaha mengorganisir pemuda agar kemudian 
dapat keluar dari degradasi moral. 
Degradasi moral yang terjadi pada generasi muda tentu banyak memiliki 
pengaruh buruk untuk lingkungan, baik itu lingkungan sosial, maupun lingkungan 
kepemudaan sehingga kemudian pemuda dan generasi-generasi berikutnya. 
Pemuda yang hanya memiliki sifat hedonism tentu akan merasa apatis terhadap 
segala fenomena sosial yang terjadi dalam lingkunagan mereka dikarenakan 
mereka hanya menfokuskan diri pada kegiatan-kegiatan yang bersifat memuaskan 
batin individual. 
 Sifat hedonisme pada pemuda hingga kemudian mengabaikan berbagai hal 
yang terjadi dalam lingkungan sosial kemasyarakatan, baik itu hukum, 
ekononomi, politik dan lail-lain. tentu sifat-sifat buruk pemuda sebagai generasi 
penerus akan memiliki akibat buruk secara jangka panjang dari hal-hal tersebut 
diatas akan dembuat daerah yang berkaitan mengalami sedikit kemunduran; moral 
dan pembangunan dikarenakan pembangunan suatu wilayah tidak terlepas dari 
partisipasi pemuda, jangankan suatau daerah level kecamatan, negarapun sangat 
membutuhkan partisipasi dari pemuda, baik itu berupa tenaga maupun pikiran 
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 40, tahun 2009 tentang 
kepemudaan. 
 Sebagaimana dikatakan oleh tokoh pemuda Kec. Parado saat 
diwawancara: 
 
“Kondisi pemuda yang sangat memprihatinkan dengan mengabaikan 
nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai sosial mereka hanya bisa membuat 
masalah sehingga berujung pada perkelahian antar kelompok sampai pada 
tawuran antar desa denag sesama pemuda. Akibat dari itu, masalah-
masalah sosial yang ada bukannya terselesaikan malah bertambah dengan 
ulah mereka yang hanya mementingkan kepuasan pergaulan mereka. 




masyarakat yang dilepas liar yang telah mereka mencuri, berdasarkan 
kerengan dari beberapa oknum yang tertangkap oleh aparat keamanan, 
mereka mengaku hasil pencurian itu untuk bejudi, selain daripada itu 
untuk beli miras” lebih lanjut beliau mengatakan: “Belum lagi kasus-kasus 
asusila lainnya. Jadi kondisi kepemudaan sepeti tersebut adalah degradasi 
moral, dimana mereka hanya mencari kepuasan individual dan 
mengabaikan hak-hak orang lain. Oleh karena moralnya yang terkikis, 
mereka telah mengabaikan masalah-masalah sosial sehingga adanya 
pemuda yang bersifat apatis terhadap masalah sosial”.73 
 
 Menurut penjelasan dalam hasil wawancara tersebut bahwa kondisi 
pemuda pada saat jauh sebelum pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati 
Bima tahun 2015 sangatlah memprihatinkan. Pemuda pada saat itu hanya hanya 
bergaul sesame golongan muda dan tentunya pergaulan mereka yang penuh 
dengan ego kepemudaan sehingga bisanya hanya meresahkan ketentraman 
masyarakat dengan ulah-ulah tidak bertanggung jawabnya karena sudah 
meresahkan. Degradasi moral pemuda Kecamatan parado yang selain tidak mau 
memperhatikan masala-masalah sosial justru menambah masalah sosial. 
 Mengetahui kondisi kepemudaan tentunya sangat perlu untuk kemudian 
nantinya dapat membatu penulis untuk menemukan apa yang mempengaruhi 
partisipasi politik pemuda dalam pemilihan kepala daerah Kab. Bima tahun 2015. 
B. Lembaga Kepemudaan Dalam Desa di Kecamatan Parado 
Sebagaimana uraian diatas, bahwa dalam Kecamatan Parado terdapat lima 
desa dan masing-masing desa memiliki lembaga kepemudaan baik dibawah 
koordinasi lembaga kepemudaan dari desa (karang taruna), maupun lembaga yang 
independen lainnya, bahkan dalam satu desa memiliki lebih dari satu lembaga 
kepemudaan. 
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Berikut penulis akan menguraikan nama-nama lembaga dan ketua lembaga 
kepemudaan masing-masing desa yang dibentuk pada tahun 2015 sebelum 
Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bima: 
1. “Pelopor Pemuda Risala” berada dalam lingkungan desa Parado Rato 
dengan diketuai oleh saudara Ahmad Yani Kamite. 
2. “Persatuan Pemuda Kampo Wane” berada dalam lingkup desa Parado 
Wane yang diketuai oleh saudara Dinsyamsuddin S.Sos sampai sekarang. 
3. “Pemuda Asi Rado” berada dalam lingkup desa Kanca yang diketuai oleh 
saudara Taufiqkurrahman S.E 
4. “Ikatan Remaja Kuta (IREK)” berada dalam lungkup desa Kuta yang 
diketuai oleh saudara Syahrul Dimun S.Pd 
5. “Gerakan Pemuda Lere” berada dalam lingkup desa lere yang diketuai 
oleh saudara Abdul Mujib S.Kep. 
Berdirinya beberapa lembaga kepemudaan dalam lingkup Kecamatan 
Parado tentu pemerintah-pemerintah setempat menaruh harapan terhadap 
lembaga-lembaga kepemudaan agar kemudian pemuda dapat berperan aktif dan 
berpartisipasi membantu pemerintah, khususnya dalam rangka membina 
hubungan antar pemuda, baik pemuda dalam Kecamatan, maupun dengan pemuda 
di luar Kecamatan Parado serta mampu menjaga ketertiban dalam lingkungan 
sosial. 
Harapan pemerintah Kecamatan Perado dengan terbentuknya lelmbaga-
lembaga kepemudaan tersebut pemuda dapat tersadarkan bukan hanya berkaitan 
dengan haknya dari pemerintah akantetapi peran dan tanggung jawab mereka 
harus diutamakan sebagaimana yang diamanahkan pemerintah pusat yang 
tertuang dalam Undang-Undang kepemudaan Nomor 40 tahun 2009 pada bab 5. 




Adanya bentuk partisipasi politik dalam pilkada itu merupakan pola 
demokratisasi dalam Negara yang berkembang. Sebagaimana Diamond 
mengatakan bahwa terdapat lima alasan utama sebagian besar Negara sedang 
berkembang menganggap bahwa pentingnya mengimplementasikan proses 
pendemokrasian. Pertama, demokrasi menyadiakan ruang bagi partisipasi secara 
luas dan otonom bagi setiap individu. Satu aturan dasar dari demokrasi adalah 
kebebasan individu untuk terlibat langsung dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Peniadaan ataupun mobilisasi partisipasi publik pada setiap 
kesempatan tentu saja melahirkan iklim anti demokrasi. Partisipasi politik yang 
egaliter, otonom, serta efektif dapat mendorong pembangunan politik ke-arah 
yang lebih baik, beradab dan berkualitaas. Kedua, partisipasi politik 
bersinggungan erat dengan pengontrolan dan pengawasan politik. Oleh karena itu, 
kontrol politik sangat baik bila hal ini dilaksanakan bukan hanya oleh orang-orang 
yang berada dalam struktur kekuasaan, tetapi juga oleh mereka yang berada diluar  
struktur pemerintahan. Ketiga, demokrasi menyediakan ruang bagi sirkulasi elit 
yang kompetitif dan berkala. Pemilihan umum merupakan suksesi dari kekuasaan 
formal. Oleh karena ia berkompetitif, maka tentu saja segregasi individu atau 
kelompok dari mekanisme sirkulasi elit tidak perlu ada dalam demokrasi. 
Keempat, berkaitan dengan hal yang ketiga, tersedianya mekanisme pengelolaan 
dan penyelesaian konflik yang efektif. Kompetisi tanpa aturan akan menimbulkan 
konflik yang dibarengi dengan kekerasan. Kelima, demokkrasi membantu 
kepentingan dan hak milik warganya. Kebebasan bertanggung-jawab merupakan 
kata kunci dalam membangun demokrasi saat ini.
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Mengambil keputusan dalam suatu lembaga atau kelompok untuk 
menentukan keberpihakan atau pilihan secara kelompok atau kelembagaan  tentu 
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harus melewati proses pengambilan keputusan, yaitu melalui musyawarah untuk 
mencapai kata mufakat secara kelompok atau kelembagaan. 
Proses pembuatan kepuutsan merupakan tahap-tahap yang harus dilalui 
atau digunakan untuk membuat keputusan. Tahap-tahap ini merupakan kerangka 
dasar, sehingga tiap-tiap tahap dapat dikembangkan lagi menjadi beberapa sub 
tahap (disebut langkah) yang lebih khusus atau spesifik dan lebih operasional. 
Menurut benty langkah-langkah dalam proses pembuatan keputusan bergantung 
cara berfikir atau sudut pandang yang digunakan. Para ahli hanya berbeda dalam 
penggunaan istilah, tetapi secara prinsip bermakna senada. Proses tersebut secara 
umum, sebagaimana pendapat sebiagian dalam Soetopo adalah:  
a. Penelusiran lingkup masalah (intelligence) 
b. Perencanaan penyelesaian masalah (design) 
c. Pemilihan tindakan (choice) 
d. Pelaksanaan tindakan (implementation)75 
1. Bentuk Partisipasi Politik Pemuda Kec. Parado Dalam Pemilihan Kepala 
Daerah Kab. Bima Tahun 2015 
Adapun bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh kelompok-
kelompok pemuda di Kecamatan Parado dalam pemilihan kepala daerah 
kabupaten Bima pada tahun 2015 yang lalu adalah partisipasi politik 
konfensional, dimana mereka mengadakan kegiatan diskusi politik, mengikuti 
kampanye-kampanye politik para calon dan tentunya ikut andil untuk meramaikan 
serta memberikan suara pada pemilihan umum yang berlangsung. 
Berikut adalah kutipan hasil wawancara dengan ketua pemuda (Pelopor 
Pemuda Risala) Amad Yani Kamite: 
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“Seperti yang dilakukan masyarakat pada umumnya, kami juga 
melibatkan diri secara kelembagaan dalam mengikuti seluruh kampanye-
kampanye politik dan turut serta dalam memberikan suara pada pemilihan. 
terlepas dari itu, kami juga sempat mengadakan kegiatan Dialog Publik 
yang temanya pada saat itu adalah “Peran Pemuda Dalam Membangun 
Daerah”. Hal tersebut bukan hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat 
pada umumnya karena sebagian besar pemuda yang ada di Kecamatan 
Parado menghadiri acara tersebut secara kelembagaan.”76 
 
Menurut keterangan dari wawancara tersebut bahwa sebagai kegiatan 
politis, kelompok pemuda telah mengadakan kegiatan diskusi politik yang 
pesertanya dihadiri oleh masyarakat parado dan seluruh lembaga kepemudaan se-
Kec. Parado. Selain daripada diskusi politik, pemuda dengan membawa nama 
organisasi masing-masing juga mengikuti kampanye-kampanye politik yang ada 
serta memberikan pilihan suara lewat pemilihan yang berlangsung. 
Partisipasi politik model Konfensional yang dilakukan oleh pemuda di 
Kecamatan Parado merupakan sejarah baru partisipasi politik kepemudaan yang 
muncul dan bergerak secara kelembagaan dalam berpolitik. 
Dalam daftar pmilih tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
daerah Kabupaten Bima pada tahun 2015 mencatat sebanyak 576 pemuda dan 
pemudi Kecamatan  Parado yang memiliki hak suara dan yang akan berpartisipasi 
langsung dalam pmilihan umum kepala daerah Kabupaten Bima.
77
 576 pemuda 
secara garis besar akan dibagi perjenis kelamin (laki-laki dan perempuan), laki-
laki dan perempuan tersebut kemudian dibagi ke dalam tiga desa yang akan 
mewakili Kecamatan Parado yaitu: Parado Wane, Parado Rato dan Parado Kuta. 
Namun dalam hal ini, penulis hanya mengambil tiga sampel organisasi 
kepemudaan dalam masing-masing tiga desa karena sudah memenuhi syarat 
keterwakilan dalam satu Kecamatan. 
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Berikut tabel Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemuda-pemudi Kecamatan 
Parado dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bima tahun 2015: 
  
 Daftar Pmilih Tetap (DPT) pemuda-pemudi desa Parado Wane tahun 2015 
 














 Daftar Pmilih Tetap (DPT) pemuda-pemudi desa Parado Rato tahun 2015 
KPUD: Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kec. Parado tahun 2015 
 
Daftar Pemilih Tetap (DPT) mrupakan salah satu fariabel yang penulis 
gunakan untuk melihat potensi serta aksi partisipasi politik pemuda di Kec. 
Parado dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bima pada tahun 2015 lalu. 
Data tersebut kemudian diperkuat oleh wawancara. 
Dalam kutipan wawancara penulis dengan tokoh pemuda Kecamatan Parado 
Drs. Aminunsyah S.pd mengatakan bahwa: 
 
“Pemuda telah mengadakan kegiatan diskusi politik jauh sebelum 
pemungutan suara. Pada saat pemilihan berlangsung, jika dibandingkan 
dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya kemarin banyak pemuda yang 
menghadiri prosesi pemungutan suara yang sedang berlangsung. Selain 
daripada itu, mereka (pemuda) juga tetap terlihat dalam segala kampanye 




























meledak saat momen-momen politik daerah. Namun, melihat semangat 
keterlibatan mereka dalam berpolitik bagai saya itu merupakan suatu tanda 
kemajuan pola pikir generasi muda Parado dan tentunya hal tersebut harus 
didukung oleh smua pihak, dijaga dan dikembangkan”78 
 
Menurut wancara tersebut bahwa jauh sebelum menjelang pemungutan 
suara, pemuda telah mengadakan satu kegiatan, yaitu diskusi polotik. Kemudian 
disaat pemungutan suara berlangsung banyak generasi muda yang hadir. Tolak 
ukur sedikit banyaknya pemuda yang hadir dalam pemungutan suara yang 
berlangsung adalah perbandingan informan dengan pemilihan-pemilihan 
sebelumnya. Informan juga menegaskan bahwa mereka (pemuda) tetap aktif 
dalam meramaikan setiap kampanye-kampanye politik para calon bupati dan 
calon wakil bupati Bima. Selain dari pada itu, menurut keterangan dari informan 
tersebut adalah pemuda juga tetap aktif dalam meramaikan tiap kampanye politik. 
Selanjutnya, berikut adalah keterangan masing-masing ketua pemuda 
dalam hal partisipasi politik anggota muda secara kelembagaan: 
 
Ketua organisasi Persatuan Pemuda Kampo Wane: 
 
“Pertama, kami mengikuti kegiatan dialog publik yang diadakan oleh 
temen-teman dari “Pemuda Pelopor Risala” parado rato. Kemudian selain 
dari pada itu, atas kesepakatan dengan anggota dalam organisasi ini kami 
juga tidak mau ketinggalan sama teman-teman organisasi pemuda lainnya 
dalam hal meramaikan semua kamapnye politik para calon. Pada saat 
menjelang pemilihan (pemungutan suara) kami juga ikut meramaikan serta 
sepakat untuk memberikan suara kepada salah satu calon pilihan kami 
pada saat pemilihan”79 
 
Ketua Organisasi Ikatan Remaja Kuta (IREK): 
“pada saat itu, kami dalam internal tidak mengadakan kegiatan kegiatan 
apapun selain mengikuti kampenye, tapi walaupun kami tidak 
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mengadakan kegiatan apapun pemuda dalam organisasi ini ikut membantu 
menyukseskan kegiatan diskusi politik yang diadakan oleh teman-teman 
pemuda Parado Rato (Pemuda Pelopor Risala) dan tentunya ikut 
mensosialisasikan kegiatan tersebut kepada masyarakat dan pemuda agar 
dapat ikut melibatkan diri menjadi peserta. Terkait kampanye ya stiap 
kampanye yang diadakan oleh para calon ya kami ikuti saja semua. Untuk 
memberikan suara, kami memiliki kesepakatan secara keorganisasian 
terkait pilihan”80 
 
Keterlibatan partisipator politik baik secara individual maupun kelompok 
dalam pemungutan suara yang berlangsung dan ataupun mengikuti semua 
kampanye-kampanye politik, baik dia terlibat dalam memberikan suara sebagai 
tanda dukungannya terhadap pasangan calon maupun hanya sekedar terlibat untuk 
turut meramaikan, itu semua tidak terlepas dari pengontrolan dan pengawasan 
politik. Oleh karena itu, kontrol politik sangat baik bila hal ini dilaksanakan bukan 
hanya oleh orang-orang yang berada dalam struktur kekuasaan, tetapi juga oleh 
mereka yang berada diluar  struktur pemerintahan.
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2. Faktor Partisipasi Politik Pemuda Kec. Parado Dalam Pemilihan 
Kepala Daerah Kab. Bima Tahun 2015 
Menganalisis partisipasi politik pemuda di Kecamatan Parado dalam 
pemiliha kepala daerah kabupaten bima pada tahun 2015 yang lalu, tentu penulis 
menjadikan dasar pembahasan ini adalah teori pilihan rasional. 
Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor, yang dipandang 
sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud tertentu, 
artinya aktor mempunyai tujuan dan tindakan yang tertuju pada upaya untuk 
mencapai tujuan itu. Pemuda adalah aktor atau induvidu yang memiliki maksud 
dan tujuan, dan tindakannya tertuju pada tujuan untuk mencapainya. Dalam 
konteks pemilihan umum, pemuda sebagai warga negara dan sebagai individu 
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dalam masyarakat tentunya memiliki tujuan dan maksud dalam momen pemilihan 
umum. Tindakan-tindakan pemuda sebagai individu merupakan upaya untuk mencapai 




Untuk menggali informasi terkait apa yang mempengaruhi sehingga 
adanya partisipasi politik pemuda di Kec. Parado dalam pemilihan kepala daerah 
Kab. Bima, penulis memulainya dengan wawancara terhadap ketua pemuda 
sebagai motor penggerak dan inisiator sehingga adanya pertisipasi politik yang 
dimaksud. 
Ketua pemuda pelopor risala (Desa Parado Rato) pada  saat diwawancarai 
mengatakan bahwa: 
 
“Saya terus-terang saja, bersama dengan kami (inisiator), pemuda-pemuda 
desa sepakat bahwa partisipasi politik yang kelompok kami lakukan 
bertujuan untuk memanfaatkan dukungan kami terhadap salah satu calon. 
Kami melakukan nego atau penawaran terhadap tim sukses agar kami 
mendapatkan apa yang kami inginkan dengan persyaratan kami juga harus 
memberikan dukungan suara terhadap salah satu calon. Itulah sebabnya 
kenapa pemuda mau berpartisipasi aktif dalam momen politik kemarin. 
Saya kira hal itu harus dilakukan dalam konteks pemuda pada saat itu, dari 
pada mereka (pemuda) memanfaatkan situasi sepi sehingga mencuri, 
biasanya mereka seperti itu”83 
 
Menurut penjelasan dalam wawancara diatas bahwa kelompok pemuda 
dalam desa Parado Rato yang terlibat dalam partisipasi politik pada saat pemilihan 
kepala daerah Kab. Bima tahun 2015 adalah untuk memanfaatkan dukungan 
pemuda secara berkelompok terhadap ssalah satu calon. Dukungan yang 
dimaksud tentu bukan sekedar dukungan sepihak yang dilakukan oleh 
sekelompok pemuda saja, namun ada nilai tukar yang dilakukan kedua belah 
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pihak (kelompok pemuda dan tim sukses) agar sekelompok pemuda mau 
melakukan dukungan penuh terhadap salah satu calon. Selain daripada itu, 
sebelum kelompok pemuda tersebut menentukan pilihan tentu ada proses. Proses 
yang dimaksud adalah musyawarah atau diskusi yang dilakukan oleh kelompok 
tersebut sehingga adanya alasan kuat dalam individu atau kelompok untuk 
mengambil suatu pilihan yang rasional. 
Proses pembuatan keputsan merupakan tahap-tahap yang harus dilalui atau 
digunakan untuk membuat keputusan. Menurut benty langkah-langkah dalam 




Menurut hemat penulis, berdasarkan wawancara diatas ketua pemuda 
(para inisiator yang membentuk kelompok pemuda) bukan sekedar berbicara 
kepentingan kelompok atau menjual suara kepada tim sukse, namun ada misi yang 
belum saatnya diketahui oleh para anggota dalam kelompok. Misi tersebut adalah 
untuk merubah kebiasaan pemuda yang pada dasarnya hanya meresahkan 
masyarakat kepada hal-hal yang lebih positif; “Saya kira hal itu harus dilakukan 
dalam konteks pemuda pada saat itu, dari pada mereka (pemuda) memanfaatkan 
situasi sepi sehingga mencuri, biasanya mereka seperti itu”. 
Terkait apa yang mempengaruhi partisipasi politik pemuda di Kec. Parado 
dalam Pilkada tahun 2015, selajutnya penulis melakukan wawancara dengan 
informan berikutnya, yaitu ketua pemuda di Desa Parado Wane (Persatua Pemuda 
Kampo Wane): 
 
“Sebenarnya, kami terpaksa melakukan hal ini, tapi kami (para inisiator 
pembentuk kelompok pemuda) harus melakukannya sebagai langkah awal 
untuk merubah pemuda. Yang membuat pemuda ikut berpartisipasi 
banyak dalam momen pilkada pada saat itu adalah ada sebuah kesepakatan 
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atau kerja sama antara kelompok kami dengan salah satu tim sukses calon 
bupati. Kesepakatan yang kami buat yaitu kami harus ikut terlibat dalam 
kampanye politik lebih-lebih memberikan dukungan suara pada saat hari 
pemungutan suara berlangsung. Atas berbagai bentuk dukungan yang 
kami berikan, maka kami akan diberikan imbalan sesuai yang 
disepakati”85 
 
Menurut hasil wawancara diatas bahwa kelompok pemuda tersebut telah 
memiliki sebuah sebuah kesepakatan yang dilakukan dengan salah satu tim sukses 
calon bupati. Dengn adanya kesepakatan itulah yang memancing daya tarik 
pemuda untuk mau terlibat dalam momen pilkada.                                                                                                                                                                                                                                                                 
Selanjutnya, wawancara penulis dengan ketua pemuda Ikatan Remaja Kuta 
(IREK) di desa Kuta. Berukut pernyataannya: 
 
“Kelompok pemuda kami (Ikatan Remaja Kuta) sebenarnya tidak tertarik 
untuk terlibat dalam rangkaian pilakada; memberikan suar dalam 
pemilihan, mengikuti kampanye dan lain-lain. Namun karena saya dan 
kawan-kawan yang lain meyakinkan mereka bahwa: keterlibatan kita 
dalam rangkaian pilkada secara berkelompok itu tidak sia-sia. Kita terlibat 
dalam politik ini setidaknya ada dua hal yang kita dapatkan, dua hal itu 
bersifat jangka panjang dan jangka pendek. Yang jangka pendek dapat kita 
rasakan langsung setelah ada kesepakatan kita dngan tim sukses salah satu 
calon, sedangkan jangka panjang ketika orang yang kita dukung ini 
menang, maka dikemudian hari kita memiliki keperluan maka urusannya 
gampang”86 
 
Menurut wawancara diatas bahwa anggota kelompok pemuda tersebut 
awalnya tidak mau ikut melibatkan diri dalam berpolitik. Namun atas pengaruh 
ketua pemuda sehingga mau ikut berpartisipasi. Menurut penjelasan ketia pemuda 
ada dua efek yang didapatkan kelompok tersebut sehingga mereka mau 
berpartisipasi. Pertama, penjelasan ketua pemuda terhadap anggota terkait jangka 
pendek yang akan didapatkan langsung setelah ada kesesepakatan kedua pihak 
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atara kelompok pemuda dengan salah satu tim sukses. Kemudian kedua, adalah 
efek jangka panjang yang akan didapatkan oleh kelompok mereka yakni ketika 
ada keperluan kelompok maka dengan gampang diurus. Benag merah dalam hasil 
wawancara tersebut adalah ada proses meyakinkan anggota kelompok agar 
kemudian mereka (anggota kelompok pemuda) dapat ikut berpartisipasi dalam 
politik. 
Untuk menganalisis deskripsi hasil wawancara penulis dengan informan, 
penulis menggunakan argumentJames S Coleman bahwa pemuda sebagai 
induvidu dalam proses pemilihan kepala daerah memiliki pilihan rasional yang 
didasarkan pada upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan tidak 
menitikberatkan pada sumber-sumberpilihan. Lebih lanjut diungkapkan oleh 
James S Coleman, dalam teori pilihan rasional dengan gagasan dasarnya bahwa 
tindakan perseorangan mengarah kepada suatu tujuan dan tujuan itu (dan juga 
tindakan) ditentukan oleh nilai atau pilihan (presepsi). James S. Coleman juga 
menitik beratkan tindakan pada perseorangan dan juga mengarah pada suatu 
tujuan tertentu yang mengaitkan nilai, dalam hal ini adalah pilihan dan juga 
preferensi. Pilihan yang didasarkan pada preferensi akan melibatkan berbagai 
informasi dalam suatu lingkungan sosial.
87 
Pemuda dalam suatu masyarakat akan berinteraksi dan berada dalam 
konteks lingkungan yang mencakup orientasi-orientasinya. Orientasi itu 
didasarkan pada keinginan, karakter dan tujuan-tujuannya. inilah yang kemudian 
membentuk pilihan-pilihan politik yang akan terpola dalam waktu yang lama 
maupun waktu yang singkat, ataupun secara temporer dapat berlaku tergantung 
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pada sejauh mana sesorang maupun lembaga politik mampu menerjemahkan 
menerima dan menerjemahkan kepentingan-kepentingan mereka.
88
 
Pemilih diartikan sebagai pihak atau individu yang menjadi tujuan utama 
para kontestan untuk mempengaruhi mereka dan meyakinkan mereka agar 
mendukung dan memilih kontestan politik yang bersangkutan. Pemilih dalam hal 
ini merupakan konstituen mapun masyarakat pada umumnya. Lomasky di dalam 
analisis Ramlan Surbakti menyebutkan bahwa keputusan untuk memilih yang 
terjadi selama pemilihan umum merupakan perilaku yang ekspansif ataupun 
perilaku yang terjadi hanya pada saat-saat tertentu saja
89
. 
Dalam suatu kehidupan bernegara dan juga bermasyarakat, partisipasi 
pemuda sangat di butuhkan sebagai wujud dari kebersamaan dan keikutsertaan 
dalam proses pembangunan; moral, sosial dan politik. Hal tersebut sebagaimana 
diamanahkan oleh Negara yang tertuangkan dalam Undang-Undang Kepemudaan 
Nomor 40 tahun 2009 tentang Peran, Tanggung Jawab dan Hak Pemuda.
90
 
Perilaku politik seseorang dapat dilatarbelakangi oleh banyak hal, setiap 
orang memiliiki pertimbangan dan alasan untuk menjatuhkan sebuah pilihan 
politik terhadap objek-objek politik yang mereka hadapi. Mulai dari unsur 
kepentingan yang dimungkinkan dapat terakomodasi, pengaruh sosial politik yang 




Selanjutnya perilaku politik juga dibagi menjadi dua, yakni perilaku 
politik lembaga-lembaga dan para pejabat pemerintah, dan perilaku politik warga 
negara biasa (baik induvidu maupun kelompok). Yang pertama bertanggung 
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jawab membuat, melaksanakan, dan menegakkan keputusan politik, sedangkan 
yang kedua tidak berwenang seperti yang pertama tetapi berhak mempengaruhi 
pihak pertama dalam pelaksanaan fungsinya karena apa yang dilakukan pihak 
pertama menyangkut kehidupan pihak kedua. Setiap individu kaum muda maupun 
kaum tua memiliki hak untuk ikut serta tanpa kecuali
92
. 
Demokrasi sebagai proses yang berkesinambungan meniscayakan 
persamaan dan kesetaraan, kesempatan yang terbuka bagi semua orang. Dalam 
konteks negara kebangsaan, sistem masa lalu yang sangat sentralistik telah digeser 
ke dalam sistem yang lebih demokratis. Runtuhnya rezim orde baru pada tahun 
1998, ditandai dengan masuknya era reformasi, masa ini adalah masa 
pembaharuan disemua dimensi kehidupan. Tidak terkecuali dalam sistem politik 
yang dulu sangat sentralistik dan terpusat, kemudian digeser ke sistem federalis.
93 
Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa politik adalah bermacam-macam 
kegiatan dalam sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan 
tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Dari bermacam-
macam kegiatan dalam sistem politik, terdapat tujuan-tujuan yang ingin dicapai, 
terdapat berbagai keinginan, cara dan juga pilihan-pilihan yang dihadapkan dalam 
suatu sistem politik. Sehingga dapat dikatakan bahwa, pilihan politik merupakan 
faktor-faktor yang menentukan alternatif keputusan yang berkenaan dengan 
proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan,baik yang dilakukan pemerintah 
maupun masyarakat.
94 
Teori pilihan rasional tidak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau 
apa saja yang menjadi sumber pilihan aktor, yang penting disini adalah kenyataan 
tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan sesuai dengan tindakan 
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aktor. Penjelasan tentang pilihan rasional seperti yang diungkapkan oleh Ritzer 
dan Goodman, merupakan penjelasan tentang letak rasionalitas dalam 
menjatuhkan pilihan yang pada dasarnya bergantung pada tujuan yang ingin 
dicapai. Hal ini juga tidak menitik beratkan pada sumber pilihan tapi didasarkan 
pada tujuan yang ingin dicapai
95
. 
Friedmen dan Hechter mengemukakan dua gagasan lain yang menjadi 
dasar teori pilihan rasional: Pertama, adalah kumpulan mekanisme atau proses 
yang menggabungkan tindakan aktor individual yang terpisah untuk menghasilkan 
akibat sosial, yang kedua adalah bertambahnya pengertian tentang pentingnya 
informasi dalam membuat pilihan rasional. Informasi yang dimiliki oleh individu 
akan dikaitkan dengan kualitas dan kuantitas dari informasi tersebut dan hal ini 
nantinya akan mempengaruhi pilihan rasionalnya
96
. 
Pilihan rasional pemuda juga didasarkan pada informasi yang dia terima 
dan dijadikan sebagai preferensi seperti yang di ungkapakan oleh James S. 
Colemansebelumnya. Dalam pemilihan legislatif, kaum muda adalah sebagai 
individu yang memiliki pilihan yang didasarkan pada rasionalitas dalam memilih. 
Rasionalitas dalam menjatuhkan pilihannya didasarkan pada maksud dan tujuan 




Selain itu, dalam fenomena politik yang terjadi di Indonesia saat ini, 
seperti pemilihan umum legislatif maupun eksekutif. Ketika seseorang akan 
smemilih kandidat saat pesta demokrasi berlangsung, ia memiliki pilihan-pilihan 
tertentu terhadap seorang pemimpin yang akan ia pilih nanti, pada saat itulah cost-
bennefit muncul dalam dirinya. Ia akan mengetahui resiko serta keuntungan 
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seperti apakah yang kelak ia dapatkan jika ia memilih kandidat A, atau B, dsb. 
Jika kandidat A hanya menjanjikan pemberian sembako gratis dalam 
kampanyenya, sedangkan kandidat B menjanjikan pemberian sembako, 
pelayananan kesehatan gratis, dan memperbaiki infrastuktur jalan yang ada di 
daerah si pemilih, maka dalam hal ini ia akan memikirkan keuntungan mana yang 
lebih dominan yang akan ia dapatkan dari kandidat. Tentu saja kandidat B karena 
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Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang partisipasi politik pemuda 
Kecamatan Parado dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bima tahun 2015 
dapat disimpulkan menjadi beberapa poin: 
1. Bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh pemuda Kec. Parado 
dalam pemilihan kepala daerah Kab. Bima tahun 2015. 
Bentuk Partisipasi politik yang dilakukan oleh pemuda Kec. Parado 
dalam pemilihan kepala daerah Kab. Bima pada tahun 2015 adalah 
partisipasi politik Konfensional, dimana mereka terlibat secara 
berkelompok dalam beberapa aktifitas politik konfensional. Secara 
teoritis, kegiatan partisipasi konfensional meliputi: pemberian suara 
atau voting, mengikuti kampanye politik, diskusi politik, membentuk 
kelompok kepentingan bergabung dalam kelompok kepentingan, 
komunikasi dengan pejabat publik (individual dan kelompok) serta 
melakukan lobi. 
Terkait kegiatan partisipasi konfensional kelompok pemuda dalam 
pilkada kabupaten bima pada tahun 2015 sebagaimana dijelaskan oleh 
salah satu ketua pemuda mengatakan “kami melibatkan diri secara 
kelembagaan ketika mengikuti setiap kampanye-kampanye politik. 




memberikan suara pada saat hari pemungutan suara dan mengadakan 
dialog publik kami selalu mengatasnamakan kelompok”. 
 
 
2. Faktor partisipasi politik. 
Sebelum masuk pada faktor partisipasi politik pemuda, alangkah 
baiknya penulis menjelaskan kondisi kepemudaan. Dengan kondisi 
itulah yang menjadi dasar ketua pemuda untuk mengarahkan 
anggotanya untuk memanfaatkan dengan baik momentum pilkada.  
Menurut salah satu informan bahwa kondisi kepemudaan pada saat itu 
sangat memprihatinkan, dengan kata lain bahwa pemuda pada saat itu 
selalu mencerminkan perilaku yeng tercela. Oleh karena kondisi 
pemuda yang demikian, maka tidak sedikit kalangan yang mencarikan 
solusi yang sesuai dengan kondisi pemuda seperti yang diamksud. 
Sebagian dari kalangan muda yang memiliki kesadaran kemudian 
mengumpulkan sebagian besar pemuda desa dan melakukan 
musyawarah terkait pilkada kemudian dalam forum itu sepakat untuk 
memanfaatkan momen pilkada yaitu dengan berafiliasi terhadap satu 
calon agar kemudian bisa ditukarkan dengan satu tawaran dari 
pemuda, namun untuk mencapai itu syaratnya bahwa pemuda harus 
bergabung dalam kelompok pemuda agar kemudian segala aspirasi 
pemuda mudah dicapai. 
a. Keterlibatan kelompok pemuda dalam proses pilkada dinilai 
mencederai nilai-nilai perjuangan karena orientasi dari keterlibatan 
mereka yang secara berkelompok adalah memiliki suatu kontrak 




bukanlah tujuan tetap dibentuknya kelompok pemuda, akan tetapi 
yang sesungguhnya perjanjian dengan tim sukses itu hanyalah 
upaya untuk menarik pemuda agar kemudian mau bergabung 
dalam kelompok tersebut, dengan kata lain perjanjian tersebut 
merupakan perjanjian spekulastif dari para inisiator atau pendiri 
organisasi kepemudaan agar kemudian pemuda untuk sementara 
(sambil merencanakan kegiatan lainnya) mau bergabung dalam 
kelompok muda sehingga dengan demikian konsentrasi pemuda 
yang biasanya melakukan hal-hal yang menurut hukum dan 
masyarakat umum melanggar itu bisa di alihkan. Langkah tersebut 
merupakan upaya untuk mengembalikan eksistensi pemuda 
sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang Nomor 40 
tahun 2009 tentang kepemudaan. Selanjutnya, berdasarkan 
wawancara penulis dengan salah seorang ketua pemuda terkait 
faktor partisipasi politik, dalam wawancara tersebut dijelaskan 
bahwa adanya partisipasi yang dilakukan oleh kelompok pemuda 
karena memang pada dasarnya mereka (kelompok pemuda) 
memiliki sebuah perjanjian atau semacam kontrak politik dengan 
tim sukses para calon. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa terlibat 
secara berkelompok dalam dunia politik dan membuat kontrak 
politik dengan tim sukses bukan tujuan yang tetap dari 
terbentuknya organisasi kepemudaan. Tindakan tersebut 
merupakan tindakan yang dipaksa oleh keadaan dan tindakan 
spekulasi dari para inisiator pendiri organisasi oleh karena melihat 




bergabung dalam kelompok pemuda maka diputuskan untuk 
berafiliasi terhadap salah satu calon dan membuat kontrak politik. 
b. Keterlibatan pemuda secara berkelompok dalam proses pilkada 
agar kemudian mereka bisa diperkenalkan secara langsung dalam 
dunia politik dan bisa mengetahui hak serta kewajibannya sebagai 
pemuda yang berbangsa. 
B. Implikasis 
Setiap manusia hanya bisa berikhtiar dijalan yang disediakan oleh 
Sang Khaliq, untuk selanjutnya terserah dari yang Maha berkehendak untuk 
menghendaki sesuatu menuju berubahan. Maka dari itu, perlu kiranya penulis 
menyampaikan suatu saran sebagai salah satu ikhtiar untuk merubah 
kebiasaan buruk pemuda di Kecamatan Parado, karena manusia selalu dalam 
proses menuju kesempurnaan. 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka dapat 
disampaikan saran-saran sebagai berikut: 
1. Bagi pengurus kelompok pemuda 
Pengurus kelompok pemuda yang mulai dari ketua harus sering 
mengadakan kegiatan-kegiatan yang memang diminati oleh 
pemuda agar kemudian yang biasa melakukan pelanggaran 
terhadap norma-norma sosial maupun norma hukum maka dapat 
diminimalisir. Kemudian hubungan sesama kelompok pemuda 
harus ditingkatkan demi menjaga kerukunan kelompok karena 
rganisasi kepemudaan tidak harus digunakan semata-mata untuk 
momentum politik saja, namun sebagai wadah untuk belajar serta 
mengaktualkan potensi kepemudaan. 




Tokoh masyarakat dan tokoh agama harus memiliki rasa tanggung 
jawab terhadap generasi muda dan menjaganya bersama dari 
pengaruh-pengruh negativ pergaulan yang tidak sehat serta 
menegur setiap pemuda yang melakukan pelanggaran norma-
norma, baik menegur secara langsung maupun menegur secara 
kelembagaan. Pemuda tidak bisa hal-hal yang negativ ketika 
kesadaran umum diutamakan. 
3. Pemerintah setempat 
Sebagai pemerintah memang berkewajiban mendukung segala 
aktivitas atau kegiatan positif yang dilakukan oleh kelompok-
kelompok muda agar kemudian menganggarkan biaya setiap 
kegiatan. 
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